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Kata Pengantar

Perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia terus
menunjukkan dinamika yang positif, seiring dengan meningkatnya
kebutuhan perbankan syariah akan instrumen pengelolaan likuiditas
yang efisien, aman, dan kompetitif. Di tengah tantangan pengelolaan
arus kas jangka pendek, keberadaan pasar uang antarbank yang
likuid dan dalam menjadi prasyarat mutlak bagi stabilitas sistem
keuangan. Pelaku pasar memerlukan alternatif pendanaan yang
tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga memberikan
keamanan transaksi melalui mekanisme beragunan (secured
financing).

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
(SiPA) hadir sebagai instrumen strategis di Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). Instrumen ini dirancang
dengan menggunakan akad Wakalah bi al-Istitsmar, di mana
transaksi pendanaan disertai dengan penyerahan agunan berupa
Surat Berharga Syariah (SBS). Kehadiran SiPA, yang didukung oleh
landasan hukum Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun
2024 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 20
Tahun 2024, serta mandat Undang-Undang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), diharapkan mampu
memitigasi risiko kredit antarbank sekaligus meningkatkan utilitas
kepemilikan surat berharga syariah oleh perbankan.
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Mengingat karakteristik SiPA yang melibatkan mekanisme pengagunan
(pledging) melalui infrastruktur BI-SSSS, penentuan haircut, serta
pengelolaan risiko pasar (mark-to-market), diperlukan pemahaman yang
mendalam dan standar praktik yang seragam di kalangan pelaku pasar.
Handbook SiPA ini disusun sebagai panduan komprehensif bagi bank
umum konvensional, bank umum syariah, maupun unit usaha syariah yang
aktif bertransaksi dalam rangka menjaga kecukupan likuiditas. Buku ini
menguraikan secara rinci mengenai kerangka akad, tata cara pelaksanaan
transaksi (baik Tipe 1 maupun Tipe 2), mekanisme setelmen, penanganan
agunan, hingga aspek akuntansi dan pelaporan yang sesuai dengan
regulasiyang berlaku.

Penyusunan handbook ini bertujuan untuk mendukung penguatan
ekosistem pasar uang syariah nasional, meningkatkan kepercayaan antar
pelaku pasar, serta mendorong terciptanya transaksi pasar uang yang lebih
aktif dan prudent. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan perbankan
syariah dapat memanfaatkan instrumen SiPA secara optimal dalam
strategi pengelolaan likuiditas mereka. Kami berharap handbook ini dapat
menjadi referensi utama yang bermanfaat dalam mendorong pendalaman
pasar keuangan syariah yanginklusif dan berdaya saing.

Tim Penyusun
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Kata Sambutan

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat
dan karunia-Nya, sehingga Handbook Sertifikat Pengelolaan
Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) dapat
diterbitkan. Penerbitan buku pedoman ini merupakan bagian
integral dari komitmen Bank Indonesia dalam mengakselerasi
pendalaman pasar uang syariah di Indonesia. Dalam ekosistem
keuangan yang semakin modern, ketersediaan instrumen pasar
uangyang dalam, aman, dan likuid menjadi fondasi penting bagi
pengelolaan likuiditas perbankan syariah yang optimal serta
stabilitas sistem keuangan nasional.

SiPA dikembangkan sebagai instrumen pendanaan jangka
pendek antarbank yang memiliki karakteristik unik dan
strategis, yakni berbasis akad Wakalah bi al-Istitsmar dengan
disertai agunan berupa Surat Berharga Syariah (SBS).
Keberadaan mekanisme agunan ini menempatkan SiPA sebagai
solusi atas kebutuhan transaksi pasar uang yang lebih prudent
dengan mitigasi risiko kredit yang terukur. Sejalan dengan
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024, Bank
Indonesia terus mendorong inovasi produk yang tidak hanya
patuh terhadap prinsip syariah, tetapi juga mampu
meningkatkan utilitas aset surat berharga yang dimiliki oleh
perbankan melalui mekanisme pengagunan.
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Penyusunan handbook ini dimaksudkan untuk memberikan panduan
teknis dan operasional yang komprehensif bagi seluruh pelaku pasar. Di
dalamnya tercakup penjelasan mendalam mengenai mekanisme
transaksi—baik Tipe 1 maupun Tipe 2—tata cara penggunaan infrastruktur
BI-SSSS untuk pengelolaan agunan, perhitungan haircut dan nilai pasar
wajar, hingga standar akuntansi dan pelaporan. Pedoman ini diharapkan
dapat menyamakan pemahaman dan standar praktik antar pelaku pasar,
sehingga eksekusi transaksi SiPA dapat berjalan dengan lancar, efisien,
dan memitigasi potensi sengketa di kemudian hari.

Kami berharap kehadiran Handbook SiPA ini dapat menjadi referensi
utamayang memicu peningkatan volume dan frekuensi transaksi di Pasar
Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). Bank Indonesia
senantiasa membuka ruang sinergi dengan seluruh pemangku
kepentingan untuk menciptakan pasar keuangan syariah yang inklusif,
berintegritas, dan berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi
nasional. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi ikhtiar kita bersama
dalam memajukan ekonomidan keuangan syariah diIndonesia.

ImamHartono
Kepala Departemen Ekonomidan Keuangan Syariah
BankIndonesia
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Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)

1.1. Ketentuan Umum

1. Agunan SBS adalah Surat Berharga Syariah yang diserahkan oleh

Penerima Kuasa (Wakil) kepada Pemberi Kuasa (Muwakkil) sebagai
agunan atas pelaksanaan Transaksi SiPA sepanjang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agunan SBS mencakup
SBSN dan/atau SUKBI dan/atau surat berharga syariah lain yang
disepakati.

Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah dan unit
usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Bank Umum Syariah adalah bank umum yang menjalankan kegiatan
usahaberdasarkan prinsip syariah.

Bank Umum Konvensional adalah bank umum yang melaksanakan
kegiatan usaha secarakonvensional.
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5. Bank Indonesia — Scripless Securities Settlement System (selanjutnya
disebut BI-SSSS) adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana
penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang
dilakukan secaraelektronik.

6. Bank Indonesia — Real Time Gross Settlement (selanjutnya disebut
“Sistem BI-RTGS”) adalah infrastruktur yang digunakan sebagai
sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika
per transaksisecaraindividual.

7. Cut-off Time adalah batas waktu operasional harian yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia atau kesepakatan Para Pihak untuk pelaksanaan
instruksitransfer danaatau setelmensurat berharga.

8. Hari Kerja adalah hari Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan
operasional sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi surat
berharga.

9. Hari Kalender adalah setiap hari yang dimulai dari hari Senin hingga
hari Minggu sesuai perhitungan dalam kalender masehi.

10. Haircut adalah nilai persentase tertentu yang disepakati Para Pihak
sebagaifaktor pengurang harga pasar surat berharga syariah.

11. Harga Pasar Surat Berharga Syariah (SBS) adalah harga penutupan
(closing) yang mengacu pada PHEI, BI-SSSS, Bloomberg dan Refinitiv.

12. Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) adalah Lembaga Penilaian Harga
Efek (LPHE) yang didirikan berdasarkan Peraturan Bapepam-LK
Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, yang memiliki
peran dan fungsi melakukan penilaian dan penetapan atas harga wajar
efek bersifat utang diIndonesia secara harian.

13. Instrumen Keuangan atau Instrumen adalah aset yang dapat
diperdagangkan dalam bentuk apa pun, baik kas, bukti kepemilikan
dalam suatu entitas, atau hak kontraktual untuk menerima atau
memberikan, uang tunaiatauinstrumen keuangan lainnya.

14. Keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah keadaan yang secara nyata
menyebabkan suatu Pihak tidak dapat melakukan kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini, yang peristiwa tersebut di luar kekuasaan
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Pihak yang terkena peristiwa Force Majeure tersebut, yaitu diakibatkan
oleh kerusakan atau gangguan pada sistem BI-RTGS atau BI-SSSS,
kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam
seperti gempabumidan banijir, atau keadaan lain yang dibenarkan oleh
penguasaatau pejabat dariinstansiterkait di daerah setempat.

15. Konfirmasi Transaksi SiPA (selanjutnya disebut "Konfirmasi") adalah
konfirmasi transaksi SiPA yang merupakan hasil olahan komputer yang
dihasilkan oleh Thomson Dealing System, Bloomberg atau sarana
lainnya dan BI-SSSS, yang berfungsi sebagai kesepakatan atau
perjanjian untuk masing-masing Transaksi SiPA yang dilakukan oleh
pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan pihak Penerima Kuasa (Wakil)
berdasarkan Perjanjian ini dan sekurang-kurangnya memuat
Informasi Nama Para Pihak, Data Transaksi SiPA (Nominal, Tanggal
Settlement, Tanggal Jatuh Tempo, Jangka Waktu, Tingkat Proyeksi
Pengelolaan Dana), Agunan SBS (Jenis Agunan, Maturity, Nominal,
Nilai Haircut), Instruksi Pembayaran serta Syarat dan Ketentuan
sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

16. Masa Perbaikan (Cure Period) adalah batas waktu toleransi bagi pihak
yang gagal untuk memenuhi kewajibannya setelah pemberitahuan.
Masa Perbaikan yang ditetapkan adalah 1 Hari Kerja setelah
Pemberitahuan Tertulis.

17. Nilai Pasar Wajar adalah Harga Pasar SBS dikalikan dengan nominal
SBS untuk agunan jenis instrumen SBSN, atau harga awal penerbitan
SBS dikalikan dengan nominal SBS untuk agunan jenis instrumen
SUKBI.

18. Nilai Setelmen Transaksi SiPA adalah nilai proceed transaksi pada
Tanggal Setelmen Transaksi SiPA dimana untuk SiPA dengan
mekanisme penggunaan agunan dihitung berdasarkan harga pasar
SBS, haircut, dan nominal SBS. Accrued imbalan SBS tidak termasuk
dalam perhitungan.

19. Nilai Setelmen Pelunasan SiPA adalah nilai proceed transaksi pada
Tanggal Setelmen Pelunasan yang dihitung berdasarkan Nilai
Setelmen Transaksi SiPA dan hasil pengelolaan (istitsmar).
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Periode SiPA adalah periode antara Tanggal Setelmen Transaksi SiPA
sampai dengan Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA sebagaimana
diperjanjikan oleh pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan pihak
Penerima Kuasa (Wakil).

Pemberi Kuasa (Muwakkil) adalah pihak dalam Transaksi SiPA yang
bertindak sebagai pihak yang melakukan pemberian kuasa
pengelolaan sejumlah dana sebesar nilai transaksi yang disepakati
dan dapat menerima Agunan SBS yang ter-pledging dalam sistem BI-
SSSS.

Penerima Kuasa (Wakil) adalah pihak dalam Transaksi SiPA yang
bertindak sebagai pihak yang melakukan penerimaan kuasa
pengelolaan sejumlah dana sebesar nilai transaksi yang disepakati
untuk selanjutnya dipergunakan untuk tujuan (1) pembelian SBSN dan
atau (2) kegiatan usaha dan dapat memberikan Agunan SBS yang ter-
pledging dalam sistem BI- SSSS.

Pengakhiran Dini (Early Termination) adalah hak kontraktual bagi
Pihak Yang Tidak Gagal untuk mengakhiri seluruh Transaksi SiPA yang
sedang berjalan seketika saat status Peristiwa Kegagalan ditetapkan.
Perjumpaan Kewajiban (Tagash/Set-off) adalah mekanisme
penyelesaian kewajiban Para Pihak dengan cara memperhitungkan
hak tagih dan kewajiban bayar secara timbal balik sehingga diperoleh
nilai bersih (net amount).

Ta'widh adalah ganti rugi atas kerugian riil (actual loss) akibat
kelalaian, yang nilainya wajar dan tidak memperhitungkan opportunity
cost.

Pledge adalah pencatatan surat berharga sebagai agunan atas
transaksi SiPA dan dicatat di dalam sistem BI-SSSS.

Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah
Antarbank yang selanjutnya disebut Transaksi SiPA adalah transaksi
pendanaan jangka pendek antarbank berdasarkan Prinsip Syariah
dengan menggunakan akad Wakalah bi al-istitsmar.
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28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

Surat Berharga Syariah (SBS) adalah surat berharga yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau
korporasi sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset SBS, baik
dalam matauangrupiah maupunvalutaasing.

Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) adalah sukuk yang diterbitkan oleh
Bank Indonesia dengan menggunakan underlying aset berupa surat
berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.

Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) adalah sukuk dalam
valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan
utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan underlying asset
berupasurat berhargadalamvaluta asing milik Bank Indonesi

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga negara
yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas
bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah
maupunvalutaasing.

Tanggal Transaksi adalah tanggal terjadinya kesepakatan antara pihak
Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan pihak Penerima Kuasa (Wakil) untuk
melaksanakan transaksi SiPA, yang dilakukan melalui media Thomson
Dealing System, Bloomberg atau sarana lainnya untuk melaksanakan
transaksi pada tanggal setelmen.

Tanggal Setelmen Transaksi SiPA adalah tanggal yang disepakati
antara Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan pihak Penerima Kuasa (Wakil) di
mana pada tanggal tersebut dilakukan transfer dana dari pihak
Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa sebesar nilai transaksi yang
disepakati dan dilakukan pledging SBS yang dimiliki oleh Penerima
Kuasa (Wakil) dalam sistem BI-SSSS.

Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA adalah tanggal yang dijanjikan
bersama (muwa’adah) oleh Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan pihak
Penerima Kuasa (Wakil) di mana pada tanggal tersebut dilakukan
transfer dana dari pihak Penerima Kuasa (Wakil) kepada pihak
Pemberi Kuasa (Muwakkil) sebesar nilai transaksi yang disepakati dan
dilakukan pelepasan pledging SBS yang dimiliki oleh Penerima Kuasa
dalam sistem BI-SSSS.
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35. Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah
Antar Bank (SiPA) adalah transaksi SiPA dengan mekanisme
penggunaanagunan.

36. Unit Usaha Syariah (UUS) dalah unit kerja Bank Umum Konvensional
yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai pelaksana
kegiatan usahasyariah.

37. Wakalah bi al-istitsmar adalah akad pemberian kuasa dari pemberi
kuasa (muwakkil atau mustatsmir) kepada penerima kuasa (wakil atau
mutsmir) untuk melakukan pengelolaan (istitsmar) sejumlah dana baik
dengan imbalan (wakalah bi al-ujrah) maupun tanpa imbalan
(wakalah bi ghairial-ujrah).

1.2. Definisi Transaksi SiPA

Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah
Antarbank atau yang selanjutnya disebut Transaksi SiPA merupakan
transaksi pendanaan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip
syariah dengan menggunakan akad wakalah bi al-istitsmar.

1.3. Landasan Hukum Transaksi SiPA

Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka
mewujudkan pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju.
Salah satu langkah strategisnya adalah melakukan transformasi
pengaturan, pengembangan, dan pengawasan secara menyeluruh
terhadap produk pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun
2024, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
Kemudian sebagai salah satu turunan dari PBI tersebut, Bank Indonesia
juga menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 20
Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah.
PADG ini mengatur jenis transaksi pasar uang syariah yang mencakup:
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perdaganganinstrumen keuangan syariah di pasar uang syariah;
transaksi pendanaan selain pembiayaan;

transaksirepo syariah; dan

transaksi lainnya sesuai karakteristik di pasar uang syariah yang
ditetapkanoleh Bank Indonesia.

P wnpRE

Lebih lanjut, PADG ini juga mengatur jenis transaksi pendanaan selain
pembiayaan di pasar uang syariah, yang hanya dapat dilakukan antar-Bank
atau lebih dikenal dengan transaksi Pasar Uang antarbank berdasarkan
Prinsip Syariah (PUAS). Berdasarkan ketentuan tersebut, transaksi SiPA
dikategorisasi masuk dalam jenis transaksi pendanaan selain pembiayaan
antarbank yang selanjutnya disebut juga transaksi Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). Dengan adanya landasan hukum yang
kuat, diharapkan implementasi transaksi SiPA dapat berjalan secara
optimal dan terpercaya sehingga mampu mendukung aktivitas likuiditas
antarbank syariah secara berkelanjutan.

1.4. Kriteria Khusus Transaksi SiPA

Transaksi SiPA memiliki kriteria khusus, yaitu:

1. menggunakanakad wakalah bial-istitsmar;

2. menggunakan matauangrupiahatauvalutaasing;

3. dana yang diterima digunakan untuk membiayai kegiatan usaha
dengan pembatasan maupuntanpapembatasan;

4. memberikan pendapatan berupa hasil pengelolaandana; dan

5. disertai dengan penyerahan agunan berupa Surat Berharga Syariah
(SBS).

Adapun dana yang diterima dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
usaha bank secara keseluruhan atau untuk membiayai kegiatan usaha
bank secara tertentu, misalnya pembelian Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN) dan penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad
murabahah atau jjarah. Kemudian untuk agunan berupa SBS, beberapa
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contohnya antara lain: SBSN, Sukuk Bank Indonesia (SUKBI), dan Sukuk
Valas Bank Indonesia (SUVBI).

1.5. Jenis Transaksi SiPA

Berdasarkan ketentuan PADG Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi
Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah, terdapat 2 (dua) jenis transaksi
SiPAyang dapat dilakukan yaitu transaksi SiPA tipe 1 dan SiPA tipe 2. Kedua
tipe tersebut memiliki kriteria khusus masing-masing sebagai berikut:
1. KriteriakhusustransaksiSiPAtipe 1, yaitu:
a. menggunakan underlying SBSN yang dimiliki penerima kuasa
(Wakil); dan
b. penerima kuasa (Wakil) menyerahkan SBS sebagai agunan
kepada pemberi kuasa (Muwakkil).
2. KriteriakhusustransaksiSiPAtipe 2, yaitu:
a. menggunakan underlying kegiatan usaha penerima kuasa
(Wakil); dan
b. penerima kuasa (Wakil) menyerahkan SBS sebagai agunan
kepada pemberi kuasa (Muwakkil).

Selanjutnya, penerima kuasa (Wakil) pada kriteria khusus ini yaitu Bank
Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang membutuhkan
dana, sedangkan pemberi kuasa (Muwakkil) yaitu Bank (baik bank
konvensional maupun bank syariah) yang memiliki dana.
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2.1. Manfaat Transaksi SiPA dalam Pengelolaan Likuiditas

Transaksi SiPA memiliki berbagai manfaat dalam pengelolaan likuiditas

perbankan, diantaranya:

1. menyediakanalternatif pendanaanjangka pendek antarbank.

2. memberikan keamanan dalam transaksi pendanaan jangka pendek
antarbank (secured financing).

3. memenuhi kebutuhan pendanaan untuk membiayai kegiatan usaha
bank secara keseluruhan atau untuk membiayai kegiatan usaha bank
secaratertentu.

4. memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas bank melalui akad
wakalah bi al-istitsmar pada 2 (dua) jenis transaksi SiPA.
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2.2. Perbandingan Transaksi SiPA dengan Transaksi Pasar Uang
Syariah Lainnya

Karakteristik pembeda dari transaksi SiPA dengan transaksi pasar uang
syariah lainnya terletak pada fondasinya yang menggunakan akad wakalah
bi al-istitsmar (perwakilan untuk investasi), yang dikombinasikan dengan
persyaratan Surat Berharga Syariah (SBS) sebagai agunan (collateral).
Sehingga bank yang menerima kuasa (wakil) wajib menyerahkan SBS
sebagai agunan kepada bank yang memberikan kuasa (Muwakkil). Hal ini
tidak dapat ditemui pada transaksi SIMA dan SiKA. Sementara pada
transaksi Repo Syariah, meskipun mempersyaratkan adanya SBS sebagai
agunan, namun SBS berlaku sebagai aset dasar yang ditransaksikan
melalui perjanjian jual dan beli kembali. Dengan kata lain, SBS dalam Repo
Syariah berfungsi sebagai objek transaksi itu sendiri, bukan semata-mata
sebagaiagunan yang mengamankan transaksi pengelolaan likuiditas.
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Lebih lanjut, perbandingan transaksi SiPA dengan transaksi pasar uang
syariah lainnya secara lengkap dijelaskan padatabel 1.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Fitur Transaksi SiPA dengan Transaksi Pasar Uang Syariah Lainnya

TS T
Fitur Repo Syariah
Pelaku e BUS&UUS o BUS & UUS o BUS & UUS o BUS & UUS e BUS & UUS BUS, UUS,
sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai dan BUK
pengelola pengelola pengelola pengelola pengelola  sebagai
dan dan dan dan dan penjual dan
penyedia penyedia penyedia penyedia penyedia pembeli
dana dana dana dana dana
e BUK BUK e BUK BUK BUK
sebagai sebagai sebagai sebagai sebagai
penyedia penyedia penyedia penyedia penyedia
dana dana dana dana dana
Akad Wakalah bi  Wakalah bi  Mudharabah Mudharabah Murabahah — Al-ba’i ma’al
al-istitsmar  al-istitsmar Wa'd bi al-
Syira
Mata Uang Rupiah & Rupiah & Rupiah & Rupiah & Rupiah & Rupiah &
Valas Valas Valas Valas Valas Valas
Jangka Waktu  Overnightsd Overnightsd Overnightsd Overnightsd Overnightsd Overnight sd
1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1tahun 1 tahun
Jenis Agunan  Secured Secured Unsecured  Unsecured  Unsecured  SBS
(SBS) (SBS)
Underlying Surat Kegiatan Kegiatan Kegiatan Nilai =
Berharga usaha bank usahabank usahabank perdaganga
Syariah dengan dengan n komoditas
Negara imbal hasil  imbal hasil
(SBSN) tetap tidak tetap
Jenis Imbalan  Fixed Variabel Fixed Variabel Fixed Fixed
Mekanisme OTC&DvP OTC&DvP OTC&PvP  OTC&PvP  Melalui DvP
Transaksi Bursa
Komoditi
Infrastruktur BI-SSSS &  BI-SSSS&  RTGS RTGS RTGS & BI-SSSS/C-
yang RTGS RTGS Bursa Best & RTGS
Digunakan Komoditi

Ket: 1) OTC: Over The Counter, 2) PvP: Payment versus Payment, 3) DvP: Delivery versus Payment, 4) SIMA AT: Transaksi
SIMA yang memiliki imbal hasil tetap dari jenis aset (SBSN) yang menjadi dasar (underlying) transaksi SIMA, dan 5)
SIMA Var: Transaksi SIMA yang memiliki imbal hasil tidak tetap dari jenis aset (kegiatan usaha bank) yang menjadi

dasar (underlying) transaksi SIMA
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2.3. Potensi Risiko yang Perlu Dimitigasi dalam Transaksi SiPA

Potensi risiko kredit yang muncul adalah gagal bayar dari sisi bank
penerima kuasa (Wakil) akibat gagal mengelola dana, sehingga tidak
mampu mengembalikan pokok dana SiPA dan imbal hasil yang disepakati.
Dalam hal ini fitur kewajiban Agunan SBS dapat menjadi penyangga
menghadapi risiko kredit tersebut. Apabila terjadi gagal bayar, bank
pemberi kuasa (Muwakkil) memiliki hak untuk mencairkan SBS yang
diagunkan untuk memulihkan likuiditasnya. Untuk memitigasi risiko kredit
ini, bank pemberi kuasa (Muwakkil) perlu melakukan analisis kredit yang
mendalam terhadap calon bank penerima kuasa (Wakil) sebelum
menyetujui transaksi SiPA. Mulai dari mempertimbangkan kualitas aset,
rasio dan kinerja keuangan dan reputasi calon mitra.

Sebagai bagian yang tidak dapat dilepaskan dari transaksi SiPA, Agunan
SBS perlu dilakukan monitoring secara berkala karena dapat berfluktuasi
yang disebabkan perubahan suku bunga, sentimen pasar atau faktor-
faktor lain yang mempengaruhi harga SBS. Apabila terjadi gagal bayar dan
Nilai Pasar Wajar telah menurun signifikan di bawah nilai SiPA, maka bank
pemberi kuasa (Muwakkil) dapat terekspos dengan risiko tidak dapat
memulihkan sepenuhnya dananya meskipun memiliki agunan. Ketika
terjadi volatilitas pasar yang tinggi, bank pemberi kuasa (Muwakkil) dapat
meminta tambahan agunan (selanjutnya disebut Penambahan Agunan)
dari bank penerima kuasa (wakil) untuk mempertahankan rasio agunan
yang disyaratkan.

Meski memiliki agunan, namun bank pemberi kuasa (Muwakkil) dapat
menghadapi risiko likuiditas jika bank perlu mencairkan Agunan SBS
dengan cepat dalam kondisiyang tidak likuid. Sebagai contoh, apabila bank
mengalami situasi likuiditas ketat, maka bank perlu segera mencairkan
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SBS yang dimilikinya termasuk yang sedang diagunkan. Namun jika pasar
SBS sedang sepi, proses penjualan bisa memakan waktu atau memaksa
bank untuk menjual dengan diskon sehingga mempengaruhi posisi
likuiditas bank. Dengan demikian, jenis dan kualitas SBS yang
dipersyaratkan menjadi agunan perlu mempertimbangkan faktor likuiditas
yangtinggidanrisikoyang lebih rendah.

2.4. Dasar Hukum Syariah atas Transaksi SiPA

Dalam rangka untuk memberikan dasar hukum syariah dan panduan

pelaksanaan transaksi SiPA (salah satu jenis transaksi PUAS) sesuai

dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI) telah menerbitkan fatwa terkait dengan pengaturan dan

pelaksanaan transaksi PUAS sebagai berikut:

1) Fatwa DSN-MUI No. 37/DSN-MUL/X/2002 tentang Pasar Uang
Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah; dan

2) Fatwa DSN-MUI No. 78/DSN-MUL/IX/2000 tentang Mekanisme dan
Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kemudian, DSN-MUI juga telah menerbitkan pernyataan kesesuaian

(opini) syariah yang secara khusus terkait dengan transaksi SiPA, yaitu:

1) Surat DSN-MUI nomorB-937/DSN-MUI/XII/2019 tentang Pernyataan
Kesesuaian (Opini) Syariah atas Instrumen Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah dengan Akad Wakalah bi al-Istitsmar; dan

2) Surat DSN-MUI nomor B-0862/DSN-MUI/XII/2023 tentang
Pernyataan Kesesuaian (Opini) Syariah mengenai Bank Umum
Konvensional (BUK) dalam Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana
Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA).
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3.1. Skema Transaksi SiPA

Secara umum, transaksi SiPA tipe 1 dan tipe 2 dilakukan dengan

mekanisme sebagai berikut:

1. penerimakuasa (Wakil) bersepakat dengan pemberi kuasa (Muwakkil)
untuk melakukan transaksi SiPA;

2. penerima kuasa (Wakil) menerbitkan konfirmasi tertulis sesuai
dengan kesepakatan;

3. padasaat konfirmasitertulis diterbitkan:

a. pemberi kuasa (Muwakkil) melakukan transfer dana kepada
penerimakuasa (Wakil) sebesar nilai nominal transaksi SiPA; dan

b. penerima kuasa (Wakil) melakukan pengagunan (pledge) SBS
yang menjadiagunan melalui BI-SSSS.

c. dalam hal waktu pembayaran hasil pengelolaan (istitsmar) dana
disepakati dibayarkan secara periodik, penerima kuasa (Wakil)
membayar hasil pengelolaan (istitsmar) dana sesuai dengan
waktu pembayaran hasil pengelolaan (istitsmar) yang disepakati;
dan

d. padasaatjatuhwaktu:
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d. padasaatjatuhwaktu:

1) penerima kuasa (Wakil) melakukan transfer dana kepada
pemberi kuasa (Muwakkil) sebesar nilai nominal transaksi
SiPA dan hasil pengelolaan (istitsmar) dana sesuai dengan
waktu pembayaranyang disepakati sebelumnya; dan

2) apabila penerima kuasa (Wakil) tidak dapat mengembalikan
dana yang dikelola dan hasil pengelolaan (istitsmar) dana
kepada pemberi kuasa (Muwakkil), perlakuan terhadap SBS
yang menjadi agunan transaksi SiPA dilakukan sesuai
kesepakatanyang tercantum dalam konfirmasi tertulis.

Adapun konfirmasi tertulis untuk transaksi SiPA tipe 1 paling sedikit
memuat informasi:

ST e

nilainominal pengelolaan dana;

jangka waktu transaksi;

tingkat ekspektasi hasil pengelolaan (istitsmar);

waktu pembayaran hasil pengelolaan (istitsmar) dana;

jenis SBSN yang menjadi dasar penerbitan (underlying) Transaksi SiPA;
jenis dan nominal SBS yang menjadiagunan; dan

perlakuan Agunan SBS dalam hal pada saat jatuh waktu penerima
kuasa (Wakil) tidak dapat mengembalikan danayang dikelola dan hasil
pengelolaan (istitsmar) dana.

Kemudian, konfirmasi tertulis untuk transaksi SiPA tipe 2 paling sedikit
memuatinformasi:

a)
b)
c)

nilainominal pengelolaan dana;

jangka waktu transaksi;

tingkat ekspektasi hasil pengelolaan (istitsmar);

waktu pembayaran hasil pengelolaan (istitsmar) dana;

kegiatan usaha yang menjadi dasar penerbitan (underlying) Transaksi
SiPA;

jenisdannominal SBS yang menjadiagunan; dan
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g) perlakuan Agunan SBS dalam hal pada saat jatuh waktu penerima
kuasa (Wakil) tidak dapat mengembalikan dana yang dikelola dan hasil
pengelolaan (istitsmar) dana.

Skema lebih detail terkait transaksi SiPA tipe 1 dan SiPA tipe 2 dapat dilihat
padaGambar1.dan2.

@ Penerbitan SiPA menggunakan underlying SBSN***) yang dimiliki

2a. Penerbitan SiPA

2c. Pledge SBSN sebagai agunan

2b. Penyerahan dana *)

34
Pengelolaan dana yg

1. Akad Wakalah bi al-istitsmar, menghasilkan return
antara lain: sesuai ekspetasi

a. Nilai transaksi

Investasi

Pada SBSN

Bank- Bank-
BUK/BUS/UUS BUS/UUS
(LONG) (SHORT)
A YY¥Y

4a. Pembayaran hasil investasi

4b. Pengembalian dana dan hasil investasi **)

4b. Releasel pledge agunan SBS

5. Penjualan agunan SBS

1. Bank (long) dan bank (short) sepakat melakukan akad wakalah bi al- *) Nilai saat 1% leg Nominal SBS yang

istitsmar dalam bentuk pengelolaan dana untuk investasi pada SBSN. digunakan x (Harga SBS- haircut).

2a.Bank (short) menerbitkan SiPA dalam bentuk tanpa warkat (scriptless) **) Nilai saat 2™ leg = Nilai saat 1" leg + tk hasil
berdasarkan underlying SBSN. pengelolaan (istitsmar).

2b.Bank (long) melakukan penyerahan dana kepada bank (short) melalui BI ~ ***)SBS berupa SBSN sedangkan SUKBI dan
RTGS. SBIS tidak dapat digunakan karena imbalan

2c.Bank (short) menyerahkan SBSN yang menjadi underlying kepada bank SUKBI dan SBIS dibayar saat jatuh waktu.

(long) dengan cara setelmen pengagunan (pledge) melalui BI-SSSS.

3. Bank (short) melakukan pengelolaan dana untuk investasi SBSN.

4a.Bank (short) membayarkan hasil investasi (istitsmar), dalam hal pembayaran
hasil investasi (istitsmar) dilakukan secara berkala

4b.Pada saat jatuh waktu:

« Bank (short) mengembalikan dana dan hasil pengelolaan dana kepada
bank (long) dan apabila terdapat kelebihan pendapatan dari hasil
pengelolaan dana diberikan kepada bank (short) sebagai insentif; dan

« dilakukan pelepasan agunan (released pledge) melalui BI-SSSS.

5. Dalam hal bank (short) tidak dapat mengembalikan dana kepada bank (long)
pada saat jatuh tempo, maka bank (short) menjual agunan SBS kepada bank
(long) dengan harga pasar secara outright sebagai penyelesaian
kewajibannya.

Gambar 1. Skema Transaksi SiPA Tipe 1




@ Penerbitan SiPA menggunakan underlying berupa kegiatan usaha bank
keseluruhan (mustalgah) atau kegiatan usaha bank tertentu (mugayyadah)
disertai dengan agunan berupa SBS (SUKBI/SBSN)***)

2a. Penerbitan SiPA

2b. Penyerahan dana ¥) e 2c. Pledge SBSN sebagai agun:

&,
Pengelolaan dana yg H
menghasilkan return V
sesuai ekspetasi

1. Akad Wakalah bi al-istitsmar,

antara lain;

Kegiatan usaha
keseluruhan atau
tertentu

Bank- Bank-
BUK/BUS/UUS BUS/UUS
(LONG) (SHORT)
A ¥y

4a. Pembayaran hasil investasi

4b. Pengembalian dana dan hasil investasi **)

5. Penjualan agunan SBS

1. Bank (long) dan bank (short) sepakat melakukan akad wakalah bi al-istitsmar ~ *) Nilai saat 1* leg = Nominal SBS yang

dalam bentuk pengelolaan dana untuk investasi pada kegiatan usaha bank.
2a.Bank (short) menerbitkan SiPA dalam bentuk tanpa warkat (scriptless).
2b.Bank (long) melakukan penyerahan dana kepada bank (short) melalui BI
RTGS.

digunakan x (Harga SBS- haircut)

**) Nilai saat 2" leg = Nilai saat 17 leg + tk hasil
pengelolaan (istitsmar)

***)SBIS tidak dapat menjadi agunan karena non-

2c.Bank (short) menyerahkan SBS yang menjadi underlying kepada bank (long) tradeable
dengan cara setelmen pengagunan (pledge) melalui BI-SSSS.
3. Bank (short) melakukan pengelolaan dana untuk investasi kegiatan usaha
secara keseluruhan (mutlagah) atau kegiatan usaha tertentu (mugayyadah).
4a.Bank (short) membayarkan hasil investasi (istitsmar), dalam hal pembayaran
hasil investasi (istitsmar) dilakukan secara berkala
4b.Pada saat jatuh waktu
= Bank (short) mengembalikan dana dan hasil pengelolaan dana kepada
bank (long) dan apabila terdapat kelebihan pendapatan dari hasil
pengelolaan dana diberikan kepada bank (short) sebagai insentif; dan
« dilakukan pelepasan agunan (released pledge) melalui BI-SSSS.
Dalam hal bank (short) tidak dapat mengembalikan dana kepada bank (long)
pada saat jatuh tempo, maka bank (short) menjual agunan SBS kepada bank
(long) dengan harga pasar secara outright sebagai penyelesaian
kewajibannya.

o

Gambar 2. Skema Transaksi SiPA Tipe 2

3.2. Agunan Transaksi SiPA

Sebagaimana dijelaskan pada kriteria khusus, transaksi SiPA
menggunakan akad wakalah bi al-istitsmar dan wajib disertai dengan
penyerahan agunan berupa SBS (SBSN/SUKBI/SUVBI). Penyerahan
agunan transaksi SiPA ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
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1) nilai SBS yang menjadi agunan transaksi SiPA paling sedikit sama
dengan nilainominal SiPA;

2) SBS yang menjadi agunan transaksi SiPA dilakukan pengagunan
(pledge) selama periode pengelolaan dana di BI-SSSS dan
penyelesaian transaksi pasar uang syariah lainnya yang ditetapkan
Bank Indonesia; dan

3) penerima kuasa (Wakil) dapat menjual Agunan SBS secara outright
kepada pemberi kuasa (Muwakkil) apabila penerima kuasa (Wakil)
tidak dapat mengembalikan dana pada saatjatuh waktu.

3.3. Hasil Pengelolaan Dana

Berdasarkan ketentuan PADG nomor 20 tahun 2024 tentang transaksi
pasar uang berdasarkan prinsip syariah, hasil pengelolaan dana dari
transaksi SiPA yang disepakati oleh pemberi kuasa (Muwakkil) dan
penerimakuasa (wakil) adalah sebagai berikut:

1) pemberi kuasa (Muwakkil) dapat meminta target hasil pengelolaan
danakepada penerimakuasa (wakil);

2) hasil pengelolaan dana dapat berupa pendapatan yang berasal dari
bagi hasil, margin, atau fee ujrah sesuai akad penyaluran dana yang
digunakan penerima kuasa (wakil); dan

3) pembayaran hasil pengelolaan dana oleh penerima kuasa (wakil)
dapat dilakukan secara periodik atau pada saat jatuh waktu
bersamaan dengan pengembalian dana.

Kemudian, dalam halterdapat kelebihan hasil pengelolaan dana daritarget
yang disepakati pada transaksi SiPA, baik sebagian atau seluruhnya
menjadi hak penerima kuasa (wakil) sebagai insentif (hafiz) atas
kinerjanya.

3.4. Penentuan Haircut

Penentuan Haircut bertujuan untuk mengantisipasi risiko penurunan harga
SBS yang dijadikan sebagai agunan transaksi SiPA apabila penerima kuasa
(Wakil) gagal mengembalikan dana pengelolaan (istitsmar).
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Pemberi kuasa (Muwakkil) bertindak dengan wajar dan itikad baik dalam
menentukan tingkat Haircut yang dikenakan untuk transaksi SiPA tersebut.
Haircut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: volatilitas
harga SBS, waktu yang dibutuhkan untuk menjual SBS tersebut (close-out
period), sisa maturitas SBS, jenis SBS, jangka waktu transaksi SiPA dan
pertimbangan lainnya.

Penentuan tingkat Haircut SBS dapat mengacu kepada Haircut SBS dalam
transaksi operasi moneter syariah Bank Indonesia. Kemudian, Haircut
tersebut agar disepakati oleh kedua belah pihak dan apabila disetujui
dapat dicantumkan dalam konfirmasitransaksi.

3.5. Penentuan Nilai Pasar Wajar dan Mark-to-Market

Penentuan Nilai harga Pasar Wajar untuk melakukan penilaian SBS
(SBSN/SUKBI/SUVBI) sebagai agunan dilakukan untuk menentukan
jumlah agunan yang dibutuhkan sesuai dengan nilai transaksi SiPA dan
haircutyang disepakati.

Proses mark-to-market dapat dilakukan setiap hari selama periode
transaksi untuk memonitoring bahwa agunan yang di-pledge dalam
transaksi SiPA tetap terpelihara. Sehingga ketika terjadi penurunan harga
SBSN/SUKBI/SUVBI dapat dimitigasi melalui mekanisme penambahan
agunan (top-up) transaksi SiPA oleh penerima kuasa (wakil). Agunan yang
digunakan dapat tetap menggunakan agunan yang sama atau diganti
dengan agunan lain, selama nilai agunan tersebut sesuai dengan
kesepakatan pada saat transaksi.

Penentuan nilai harga wajar dan mark-to-market menggunakan data yang
bersumber pada Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI)/Indonesia Bond
Pricing Agency (IBPA), Bloomberg dan Refinitiv. Dalam hal harga pasar
wajar tidak tersedia, dapat juga menggunakan data pada BI-SSSS.
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3.6. Mekanisme Transaksi SiPA di BI-SSSS

Seluruh rangkaian mekanisme transaksi SiPA, mulai dari inisiasi
penerbitan, pengelolaan agunan (pledging), monitoring posisi surat
berharga, hingga penyelesaian akhir, dilaksanakan secara elektronik
melalui sarana BI-SSSS. Peserta transaksi wajib memastikan input
instruksi dan otorisasi dilakukan sesuai dengan standar operasional yang
berlaku untuk menjamin keberhasilan setelmen secara Delivery versus
Payment (DvP). Adapun panduan teknis terperinci mengenai tata cara
perekaman data, pengisian parameter sistem, serta alur monitoring
transaksi di terminal BI-SSSS disajikan secara lengkap dalam Lampiran
6.1.

3.7. Mekanisme Penambahan dan Substitusi Agunan

Seiring dengan dinamika pasar, nilai agunan dalam transaksi SiPA dapat
mengalami perubahan, termasuk kemungkinan penurunan harga pasar
yang melampaui batas nilai haircut yang telah ditetapkan. Sehingga
apabila harga pasar SBSN/SUKBI/SUVBI yang menjadi agunan dalam
transaksi SiPA mengalami penurunan dari harga pasar pada tanggal
setelmen transaksi SiPA melebihi nilai haircut, maka pemberi kuasa
(muwakkil) dapat memberitahukan secara tertulis kepada penerima kuasa
(wakil) untuk melakukan penambahan agunan sebesar nilai penurunan
darinilai setelmen transaksi SiPA.

Adapun mekanisme penambahan agunan tersebut dilakukan sebagai

berikut:

« Mekanisme penambahan agunan dilakukan tanpa melalui
perpindahan dana yaitu penerima kuasa (Wakil) melakukan
penambahan SBSN/SUKBI/SUVBI yang menjadi agunan transaksi
SiPA dan dilakukan pengagunan (pledge) pada sistem BI-SSSS sebesar
nilaipenambahan agunan.

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan

Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)



Penambahan agunan dianggap telah selesai dilakukan pada tanggal
dilakukannya penambahan SBSN/SUKBI/SUVBI sebagaiagunan.
SBSN/SUKBI/SUVBI yang diagunkan pada penambahan agunan
adalah SBSN/SUKBI/SUVBI yang berbeda maupun
SBSN/SUKBI/SUVBI yang sama dengan seri yang sudah diagunkan
sebelumnya. Penambahan agunan dengan menggunakan
SBSN/SUKBI/SUVBI yang sama dengan seri yang sudah diagunkan
sebelumnya dilakukan apabila masih memiliki nilai yang mencukupi
diluar darinilai SBSN/SUKBI/SUVBI yang telah diagunkan sebelumnya
sesuai dengan transaksi awal dengan nominal SBSN/SUKBI/SUVBI
sebesarnilaipenambahan agunan.

Pemberi kuasa (muwakkil) dan penerima kuasa (Wakil) membuat dan
menyetujui secara tertulis melalui media komunikasi email untuk
penambahan agunan transaksi SiPA atas penurunan harga
SBSN/SUKBI/SUVBI yang terjadi. Persetujuan tertulis melalui media
komunikasi email tersebut merupakan bukti yang mengikat dan
menjadi bukti yang sah untuk digunakan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan.

Apabila penerima kuasa (wakil) tidak dapat melakukan penambahan
agunan, maka dapat disepakati antara muwakkil dan wakil untuk
melaksanakan percepatan tanggal setelmen pelunasan SiPA (early
termination) dan penerima kuasa (wakil) akan mengembalikan nilai
nominal SiPA dan hasil pengelolaan (istitsmar) sesuai kesepakatan
secara proporsional kepada pemberi kuasa (muwakkil).

Adapun mekanisme substitusi/penambahan agunan pada BI-SSSS dapat
dilihat padaLampiran6.2.

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan
Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)
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3.8. Mekanisme Early Termination Transaksi SiPA

Apabila disepakatioleh Para Pihak atau diatur dalam Perjanjian Kerja Sama
Transaksi SiPA, dalam hal Penerima Kuasa (Wakil) tidak dapat melakukan
penambahan agunan ketika agunan dalam transaksi SiPA mengalami
penurunan dari Nilai Pasar Wajar pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA
melebihi nilai Haircut, maka dapat dilakukan percepatan tanggal setelmen
pelunasan SiPA (early termination), dimana Penerima Kuasa (Wakil) akan
mengembalikan nilai nominal SiPA dan hasil pengelolaan (istitsmar) sesuai
kesepakatan secara proporsional kepada Pemberi Kuasa (Muwakkil).

3.9. Kegagalan Transaksi Penyerahan Agunan SBS dan
Penyerahan Dana

a. Apabila Penerima Kuasa (Wakil) gagal melakukan pledge atas Agunan
SBS yang telah disepakati pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA dan
Para Pihak sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Transaksi
SiPA, satu atau lebih darialternatif berikut dapat terjadi:

1) Transaksi dapat tetap dilanjutkan, namun Pemberi Kuasa
(Muwakkil) berhak menahan transfer dana kepada Penerima
Kuasa (Wakil) sampai pledge Agunan SBS berhasil dilakukan.
Apabila pledge terlaksana, maka dana ditransfer sesuai
kesepakatan. Pada akhir transaksi SiPA, Penerima Kuasa (Wakil)
wajib membayar kerugian riil (ta’'widh) yang ditanggung oleh
Pemberi Kuasa (Muwakkil) atas penyediaan likuiditas dana,
sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2) Kegagalan melakukan pledge Agunan SBS dapat dinyatakan
sebagai Peristiwa Kegagalan. Pemberi Kuasa (Muwakkil) dapat
menyatakan Penerima Kuasa (Wakil) sebagai Pihak Yang Gagal
sepanjang kegagalan pledge Agunan SBS bukan karena kegagalan
operasional dan keadaan kahar (force majeure).

3) Para Pihak dapat menyepakati pembatalan transaksi yang gagal
setiap saat, dan Para Pihak memenuhi kewajiban sesuai dengan
perjanjiantransaksiSiPA.

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan

Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)



b. Apabila Pemberi Kuasa (Muwakkil) gagal melakukan transfer dana
kepada Penerima Kuasa (Wakil) pada Tanggal Setelmen Transaksi
SiPA, jika Para Pihak sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama
Transaksi SiPA, satu atau lebih darialternatif berikut dapat terjadi:

1) Transaksi dapat tetap dilanjutkan, dan Penerima Kuasa (Wakil)
berhak menahan pledge Agunan SBS. Hanya setelah transfer dana
dilakukan, Penerima Kuasa (Wakil) akan melaksanakan pledge
Agunan SBS. Pada akhir transaksi SiPA, Pemberi Kuasa
(Muwakkil) wajib membayar kerugian riil (ta’'widh) yang
ditanggung oleh Penerima Kuasa (Wakil) atas biaya pemenuhan
likuiditas, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2) Kegagalan transfer dana dapat dinyatakan sebagai Peristiwa
Kegagalan. Penerima Kuasa (Wakil) dapat menyatakan Pemberi
Kuasa (Muwakkil) sebagai Pihak Yang Gagal sepanjang kegagalan
transfer dana bukan karena kegagalan operasional dan keadaan
kahar (force majeure).

3) Para Pihak dapat menyepakati pembatalan transaksi yang gagal
dan Para Pihak memenuhi kewajiban sesuai dengan Perjanjian
Kerja Samatransaksi SiPA.

c. Kegagalan oleh Penerima Kuasa (Wakil) untuk transfer dana kepada
Pemberi Kuasa (Muwakkil) pada Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA,
jika Para Pihak sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama
Transaksi SiPA, satu atau lebih darialternatif berikut akan terjadi:

1) Kejadian kegagalan transfer dana ditetapkan sebagai Peristiwa
Kegagalan, ketika Pemberi Kuasa (Muwakkil) menyatakan
Penerima Kuasa (Wakil) sebagai Pihak Yang Gagal.

2) PemberiKuasa (Muwakkil) dapat mengakhiri transaksi yang gagal
tersebut, melakukan valuasi Agunan SBS dan kewajiban dalam
transaksi menggunakan metodologi yang diatur pada klausula
yang mengatur Peristiwa Kegagalan. Para Pihak memenuhi
kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kerja Samatransaksi SiPA.

3) ParaPihak dapat menyepakatisolusilain yang tidak bertentangan
dengan perjanjian dan hukumyang berlaku.

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan
Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)




3.10. Prosedur Penanganan

a.

Jika terjadi Peristiwa Kegagalan dalam transaksi SiPA, Pihak Yang

Tidak Gagal harus mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan, berupa

pemberitahuan tertulis kepada Pihak Yang Gagal. Namun, apabila

Peristiwa Kegagalan tersebut berupa kegagalan pembayaran pada

akhir tenor, maka Pemberi Kuasa (Muwakkil) tidak diwajibkan untuk

mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan, karena kondisi tersebut
sudah dianggap sebagai kegagalan yang diketahui secara otomatis.

Suatu Peristiwa Kegagalan dinyatakan terjadi apabila salah satu Pihak

gagal memenuhi kewajiban transfer dana atau penyerahan SBS pada

tanggal setelmen yang disepakati, dan kegagalan tersebut tidak
diperbaiki dalam jangka waktu Masa Penyembuhan Perbaikan (Cure

Period).

Para Pihak dengan itikad baik berkomitmen untuk menyelesaikan

Peristiva Kegagalan dengan menyelesaikan kewajibannya sesuai

dengan perjanjiantransaksi.

Dalam hal terjadi Peristiwa Kegagalan, Pihak yang tidak gagal (Non-

Defaulting Party) memiliki hak untuk:

1) Melakukan Pengakhiran Dini (Early Termination) atas seluruh
transaksiyang berjalan.

2) Melakukan perhitungan Nilai bersih atau Close-out Netting atas
seluruh kewajiban dan hak antar pihak apabila terdapat
kesepakatan antara Para Pihak yang diatur dalam Perjanjian Kerja
Sama Transaksi SiPA.

3) Melakukaneksekusi Agunan SBS.

Pengakhiran Dini (Early Termination) dapat membuat semua transaksi

outstanding diakhiri dan memperrcepat Tanggal Setelmen Pelunasan

SiPA untuk penyelesaian segera. Pihak Yang Tidak Gagal

diperbolehkan menambahkan biaya penggantian Transaksi SiPA yang

gagal, atau bhiaya pengakhiran transaksi yang berkaitan. Selisih Nilai

Pasar Wajar dari kewajiban Pihak Yang Gagal dan Nilai Pasar Wajar

kewajiban Pihak yang Tidak Gagal merupakan Nilai bersih. Jumlah



yang harus dibayar oleh satu pihak harus diperjumpakan (set off)
terhadap jumlah yang harus dibayarkan oleh pihak lainnya, sehingga
hanya selisih dari perhitungan tersebut (Nilai bersih) yang harus
dibayar (oleh Pihak yang mempunyai nilai kewajiban yang lebih tinggi).
Jangka waktu penilaian dari proses pengakhiran tersebut akan
ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Gagal. Pihak Yang Tidak Gagal
diberikan kesempatan selama 5 (lima) hari kerja dari Peristiwa
kegagalan transaksi untuk menyelesaikan Penilaian tersebut (waktu
tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan).
Pihak Yang Tidak Gagal mempunyai 3 (tiga) alternatif dalam
melakukan penilaian, yaitu sebagai berikut:
1) Menggunakan hargatransaksiyang terjadidipasar; atau
2) Harga Kuotasi Pasar juga dapat digunakan atau merupakan
campuran dari harga transaksi dan kuotasi pasar, dengan syarat
kuotasi tersebut didapatkan dari 2 (dua) atau lebih Dealer Utama
untuk jumlahyang wajar secara komersial; atau
3) Dalam kondisi SBS yang tidak likuid yakni Pihak Yang Tidak Gagal
tidak bisa membeli atau menjual SBS tersebut atau mendapatkan
Harga Kuotasi Pasar atau Harga yang didapat tidak wajar secara
komersial (misalnya untuk jumlah yang jauh lebih kecil dari yang
dibutuhkan). Pihak tersebut dapat melakukan estimasi nilai dari
SBS, dan dihitung dengan menggunakan sumber harga dan
metode yang dianggap wajar oleh Pihak Yang Tidak Gagal.
Kegagalan melakukan pledge tambahan Agunan SBS dalam
mekanisme fop-up transaksi SiPA tidak secara otomatis merupakan
Peristiwa Kegagalan. Pihak Yang Tidak Gagal diharuskan
menyampaikan Pemberitahuan tertulis kepada Pihak Yang Gagal agar
kegagalan melakukan pledge tambahan Agunan SBS tersebut menjadi
Peristiwa Kegagalan.
Para Pihak sebaiknya menyepakati dan mempersiapkan prosedur
pengakhiran atau penyelesaian transaksi, termasuk Peristiwa
Kegagalan dalam melakukan pledge tambahan Agunan SBS.




Dalam transaksi SiPA, agunan berfungsi sebagai jaminan untuk
memastikan bahwa transaksi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan
kesepakatan. Namun, terdapat kemungkinan bahwa pada saat jatuh
tempo pelunasan, pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran
mengalami kendala yang menyebabkan kegagalan pelunasan atau
wanprestasi. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan
mekanisme eksekusi agunan guna melindungi hak dan kewajiban masing-
masing pihak yang terlibat dalamtransaksi.

Apabila pada tanggal setelmen pelunasan transaksi SiPA terjadi kegagalan

pelunasan (wanprestasi), maka eksekusi Agunan SBS dapat dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penerima kuasa (Wakil) wajib memastikan pelepasan Agunan SBS
(SBSN/SUKBI/SUVBI) melaluisistem BI-SSSS;

2) Penerima kuasa (Wakil) wajib memberikan kuasa jual Agunan SBS
(SBSN/SUKBI/SUVBI) kepada pemberi kuasa (Muwakkil) sesuai
dengan harga pasaryang berlaku pada saat pelaksanaan eksekusi.

Mekanisme teknis pelaksanaan eksekusi agunan pada sistem BI-SSSS
disajikanselengkapnyadalam Lampiran 6.3.

3.11. Mekanisme Eksekusi Agunan Apabila Terjadi Wanprestasi

Dalam transaksi SiPA, agunan berfungsi sebagai jaminan untuk
memastikan bahwa transaksi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan
kesepakatan. Namun, terdapat kemungkinan bahwa pada saat jatuh
tempo pelunasan, pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran
mengalami kendala yang menyebabkan kegagalan pelunasan atau
wanprestasi. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan
mekanisme eksekusi agunan guna melindungi hak dan kewajiban masing-
masing pihak yang terlibat dalam transaksi.



Apabila pada tanggal setelmen pelunasan transaksi SiPA terjadi kegagalan

pelunasan (wanprestasi), maka eksekusi agunan SiPA dapat dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima kuasa (Wakil) wajib memastikan pelepasan Agunan SBS
(SBSN/SUKBI/SUVBI) melaluisistem BI-SSSS;

2. Penerima kuasa (Wakil) dspat menjual Agunan SBS (SBSN/SUKBI/
SUVBI) secara outright kepada pemberi kuasa (muwakkil) sesuai
dengan harga pasaryang berlaku pada saat pelaksanaan eksaekusi.

Mekanisme eksekusi agunan di BI-SSSS apabila terjadi wanprestasi
dijelaskan padaLampiran 6.3.
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4.1. Pencatatan Akuntansi Transaksi SiPA

Pencatatan akuntansi transaksi SiPA mencakup dua kondisi utama, yaitu:
(1) pencatatan ketika bank berada dalam posisi Long sebagai Muwakkil,
dan (2) pencatatan ketika bank berada dalam posisi Short sebagai Wakil.
Adapun pembahasan lebih rinci terkait pencatatan akuntansi untuk
masing-masing posisi akan dijelaskan dalam bagian berikut.

4.1.1 Pada saat posisi Bank Long — Posisi Muwakkil
4.1.1.1. Pada saat penempatan

D/K Deskripsi Akun COA

D SBPU Syariah - Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip ~ XXXXX
Syariah AntarBank (SIPA)

K Giro Bank Indonesia XXXXX

4.1.1.2. Accrual Kupon

D/K Deskripsi Akun COA

D PYAD Bagi Hasil SIPA XXXXX
K Pendapatan Bagi Hasil SIPA - Akrual XXXXX

4.1.1.3. Penerimaan Kupon

D/K Deskripsi Akun COA

D Giro Bank Indonesia XXXXX
K Pendapatan Bagi Hasil SIPA XXXXX
D Pendapatan Bagi Hasil SIPA — Akrual XXXXX
K PYAD Bagi Hasil SIPA XXXXX

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan
Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)




4.1.1.4. Jatuh Tempo

D/K Deskripsi Akun (o{0].

D Giro Bank Indonesia XXXXX

K SBPU Syariah - Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip ~ XXXXX
Syariah AntarBank (SIPA)

4.1.2. Pada saat posisi Bank Short — Posisi Wakil
4.1.2.1. Kewajiban

D/K Deskripsi Akun COA

D Giro Bank Indonesia XXXXX

K SBPU Syariah - Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip ~ XXXXX
Syariah AntarBank (SIPA)

4.1.2.2. Accrual Beban Kupon

D/K Deskripsi Akun COA

D Beban - SBPU Syariah - Sertifikat Pengelolaan Dana XXXXX
Berdasarkan Prinsip Syariah AntarBank (SIPA)

K BYMHD Bagi Hasil - Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan XXXXX
Prinsip Syariah AntarBank (SIPA)

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan
Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)
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4.1.2.3. Pembayaran Kupon

D/K Deskripsi Akun COA

D Beban - SBPU Syariah - Sertifikat Pengelolaan Dana XXXXX
Berdasarkan Prinsip Syariah AntarBank (SIPA)

K Giro Bank Indonesia XXXXX
D BYMHD Bagi Hasil - Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan XXXXX
Prinsip Syariah AntarBank (SIPA)

K Beban - SBPU Syariah - Sertifikat Pengelolaan Dana XXXXX
Berdasarkan Prinsip Syariah AntarBank (SIPA)

4.1.2.4. Jatuh Tempo

D/K Deskripsi Akun COA

D SBPU Syariah - Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip ~ XXXXX
Syariah AntarBank (SIPA)

K Giro Bank Indonesia XXXXX

4.2. Pencatatan Akuntansi Apabila Terjadi Wanprestasi

Pencatatan Akuntansi:

a. Apabila Para Pihak melakukan negosiasi perjanjian, maka pencatatan
akuntansi disesuaikan dengan hasil negosiasi dan mengacu pada
ketentuan jurnal pada poin 4.1 Pencatatan Akuntansi Transaksi SiPA.

b. Apabila Para Pihak mengakhiri perjanjian, maka pencatatan akuntansi
mengacu pada ketentuan jurnal pada poin 4.1 Pencatatan Akuntansi
Transaksi SiPA, khususnya pada saat jatuh tempo.

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan
Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)
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5.1. Pelaporan Transaksi SiPA di Laporan Bank Umum
Terintegrasi (LBUT)

5.1.1. Pelaporan LBUT Harian

Aktivitas transaksi SiPA dilaporkan sebagai instrumen PUAS pada
Kelompok Informasi Keuangan — Transaksi Pasar Uang Antarbank
berdasarkan Prinsip Syariah, dan Deposit on Call ( tpu01). Transaksi SiPA
wajib dilaporkan olek kedua pelaku transaksi, baik sebagai penanam dana
maupun sebagai pengelola dana, pada tanggal terjadinya transaksi.
Laporan tersebut harus matching (antara penanam dana dan pengelola
dana) sebelum batas waktu jam 18.00 WIB di hari yang sama. Petunjuk
pengisian dan tata cara pelaporan mengacu kepada Lampiran II PADG
nomor 21/23/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Laporan Bank
Umum Terintegrasi. Adapun mekanisme dan ketentuan Pelaporan LBUT
Harian dijelaskan pada Lampiran 6.4.

5.1.2. Pelaporan LBUT Bulanan

Mengacu pada PADG nomor 20 Tahun 2024 tanggal 11 Desember 2024
tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah, posisi akhir
bulan transaksi SiPA milik Bank dilaporkan pada Kelompok Informasi
Keuangan - Surat Berharga yang Dimiliki (LBUT sym0Q1) sebagai penanam
dana, atau Surat Berharga yang Diterbitkan (LBUT sht01) sebagai
pengelola dana. Petunjuk pengisian dan tata cara pelaporan mengacu
kepada Lampiran II PADG nomor 21/23/2019 tanggal 6 Desember 2019
tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.

5.2. Pelaporan Transaksi SiPA di Sistem Layanan Informasi
Keuangan (SLIK)

Pelaporan SiPA di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akan
otomatis terbentuk sepanjang pelaporan transaksi SiPA di LBUT nya sudah
matching dan tidak dikecualikan oleh unit kerja pelapor di Bank pelapor.

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan

Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)
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6.1. Mekanisme Transaksi SiPA di BI-SSSS
6.1.1. Merekam data transaksi SiPA — CB

Mengakses menu Repo COLB pada menu utama DEPO/X:
a. Klikactions
b. Monetary Operation > Repo (Collateralized Borrowing with CB), apabila
bertransaksidengan Bank Indonesia
c. Interbank Operation > Interbank Repo (Collateralized Borrowing),
apabila bertransaksidengan Bank lain
d. Menentukantipe transaksi Repo COLB dengan cara memilih
« HIC: Pilih field ini apabila peserta akan membuat instruksi Repo
Collateralized Borrowing —Hold in Custody.
« Classic:Pilihfield iniapabila peserta akan membuat instruksi Repo
Collateralized Borrowing - Classic.

(@) HIC () Classic

e. Parameter-parameteryangharus diisi:
«  Comm : Isikodereferensi
« TRN . Isikodereferensiumum
«  PenerimaKuasa (Wakil) party — Collateral taker:
- Participant:Isikode peserta/investor pemberipinjaman
- Account : Isi kode rekening peserta/investor pemberi
pinjaman
- Delivering agent: Isikode securities settlement agen
s Borrower party - Collateral giver:
- Participant:Isikode peserta/investor penerima pinjaman
- Account : Isi kode rekening peserta/investor penerima
pinjaman
- Settlementcurrency:Isidengan matauangyangdigunakan

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan
Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)




f.

Instruments:

Collateral based loan value: Checked apabila nilai pinjaman
(Loanvalue) mengikutinilai collateral

Collateral allocation: Isi dengan instrument yang dijadikan
collateral.

Untuk 17 Leg Details:

Loanvalue: Otomatis terisi

Trade date: Pilih tanggal setelmen (otomatis terisi)

Early settlement date/time : Pilih tanggal dan waktu awal setelmen
(otomatis terisi)

Late settlement date/time: Pilih tanggal dan waktu akhir setelmen
(kosongkan apabila tidak menggunakan future date)

b. Untuk 2" Leg Details:

Allowextention : Checked

«  Buy-back date: Pilih tanggal pembelian kembali/buy-back atau 2™
leg.
- Term:Otomatis terisi setelah melengkapi buyback.

BSHDIDIA - PT BANK SYARIAH INDONESIA TEK

Payment agent™: | BSMDIDJA - PT BANK SYARIAH INDONESIA TEK

Cash account™: | 525451000990 - PT BANK SYARIAH INDONESIA TEK.

Payment agent™:
Cash account:

‘SYJBIDL - PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH

525425000990 - PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH

15t Leg Details
‘Settlement TR -
EIEd Currency:
100.000.000.000
Instruments
19/0872025 =
Dol L) nt |19/08/2025 00:00:00 [ Late settlement g
9] Auto-select by aystam datefme:
< >
Session~  Paricipents Accownts~ lnstments ~  Actions -~ Moniorng ~  Collaterl - ~ Mansgement~  Charges and penaitis = Drat
Settement 108 - Indonesan Rupiah
currency*: =
100.000.000.000,00 TR
Instruments
19/08/2025 =
CLEITET Ll Early settlement | 19/08/2025 00:00:00 [ Late settlement (5]
(] Aot elct by aystem (] olteral based o vaue: datetime” datetime:
Cashlegualue [19/08/2025 )
dane
20d Leg Details
[ey— Prnt | Golateat tocation | Golstra informaon
Instrument code. Quantty  Collateralvalue. | Manual market p... Manual accrued | Pool factor [] Allow extension
SUKBI0012636. 97000 100.631.961.300 10374429 Buy-back date™: | 26/08/2025 g
Tem:
53
2
& >
oot | Value: 1050 | 4 save 1 sona| v
< >
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6.1.2. Monitoring Posisi Surat Berharga Syariah di BI-SSSS

A. SuratBerhargayang belum di Pledge (Borrower Side)

Untuk monitoring data transaksi Surat Berharga Syariah dapat dilihat pada
menu utama DEPO/X, pilih: Monitoring > Interbank Operation

a. Untuktransaksi DvP/RvP, pilih: DvP/RvP

b. UntuktransaksiSiPA-CB, pilih: Repo Operation (SBB, COLB)

‘Repo operations
Fit column wicth ~~ Show record  Print Buy-back Extension View Copy Collsteral execution
Modification date Operation type Repo code Comm TRN TTC Description Loan value « Status [«
1 030502016 08:41:07 DvPRepoSER RP2012032736990  RP2012032738990 RPEDKIS SYSTEM OPERATION 1985660.000.000 Invoke tradeRepo buyback 14
2 030520160841:07 RyPRepoSEd RP2012032735990  RP2012032738980 RPDEUTS SYSTEM OPERATION 198.660.000.000  Invoke tradeRepo buyback
3 03/05/2016 06:41:07 DvPRepoSEB RP2013030820465 RP2013030620465 RPEDKI7 SYSTEM OPERATION 234.000.000.000 Invoke trade/Repo buyback
4 03052016 084107 » RPDELIT? SYSTEM OPERATION 284.000.000.000 Invoke trade/Repo buyback
5 0052016140229 DvPRep 12 SYSTEM OPERATION 5000000 Invoke tradeRepo buyback
B 10/05/2016 14:02:29 e D D D SYSTEM OPERATION 5000000 Invoke trade/Repo buyback =
| L/_,
{ Page 10f1 » <
Collaterals Instruments in collateral
Fit column wicth ~ Show record  Print Fit column width Print
TRN Amourt  Sender Collstersl giver Collsteraltaker | Instrument code Quartty Collatersl vaiue Maniual market pric
1 RPDEUTSRP 2.152080615223240 WOODUPSLP  BOKIDJ1 DEUTDUA FRODSO 277200 2152090516223 240 5
2 RPBOWISRP  2152080615225240 WOODUPSLP  BOKIDJ1 DEUTDUA
e |
Page  1lof1| » v 2 A i}

B. SuratBerhargayangsudahdiPledge (Borrower Side)

Untuk monitoring holding balance Surat Berharga Syariah, pada menu
utama DEPO/X, pilih: Accounts > Balances. Sementara untuk monitoring
limit settlement balance, pilih Accounts > Settlement Limit Balances

Balances
Fit column width Prirt | 03/05/2016 v | showall”
Sub-balance Sub-account Subaccount owner Instrument Instrument type Amount Quantty Operday
1 PEDA DEUTDEPO DEUTIDJA DOF1S04161C  DF 417.000.000.000 47.000 181042016 =]
2 Aval DEUTDEPO DEUTDJA SPNO3160602 SPN 300.000.000.000 300000 0310372016
3 Aval DELTDEPO DEUTIDJA FRO0SS R 7.602:000.000 7602 1410422016
4 ava DEUTDEPO DEUTIDJA SRO06 SR 5.456.000.000 5456 0410472016
5 AvAl DEUTDEPO DEUTDJA FRO042 FR 7.238 000.000 7238 0410472016
6 AVAl DELTDEPO DEUTIDJA DSDO1061691C  SDBI 1.000.000.000 1,000 020032016
7 ava DEUTDEPO DEUTIDJA SPNI2170302 PN 500.000.000.000 500000 311032016
8 Aaval DEUTDEPO DEUTDJA FROOS3 FR 344.418.000.000 344418 15/04720186
8 Aval DELITDEPO DEUTIDJA SrO07 SR 4.440,000.000 4440 0510412016
10 AvAl DEUTDEPO DEUTIDJA FRO043 R 3.396.000.000 3386 29032016
11 Aval DEUTDEPO DEUTIDJA FROO36 FR 34.496 000.000 3443965 0410472016

L
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Settlement limit balances

Fit column wicth Frict | 03/05/2016 ~ | showall”
Sub-balance Sub-acoourt Subacocourt owner Instrument
1 AvAl DEUTDEUTCUSCSLMIDR  DEUTIDJACUS DR
2 aval DEUTDEUTCUSCSLMUSD  DEUTIDJACUS usb
3 AVAl DEUTCSLTIDR DEUTIDJA. DR
Page 1 of1 o)

Instrument type

Amount Operday
7.219.529.514 697 18104720168
35,000 161172015
-53.228.198.033.195,44 18104722016

6.1.3. Penyelesaian Transaksi (Settlement) dan Instruksi

Penyelesaian transaksi dilakukan melalui BI-SSSS dan dilakukan secara
DvP (Delivery versus Payment) baik secara gross maupun nett.
Penyelesaian secara FOP (Free of Payment) dapat dilakukan dalam rangka

pemeliharaanagunan.

Mekanisme pledge agunan pada BI-SSSS:

1. Pengecekansurat berhargasyariah oleh Penerima Kuasa

Patichartss  Assounise  latwmenins  Astioes  Memaregs  Colwesls  Clesnge
-
i o it e rmcond Pt | 1892422 | Showal

prae— Sub-acconnt Susaccouet owses Iatumert Fnuemars tpe Amcunt
) Frons . 481500, 000 000
2 s RO m 84482009000
3 s reone m 000000000
o rRoMo ™ 1891571 000 000
5 e PRz m 70929.000 090
& FROM = 4316000000
7 FRos m 1267225 0 090
e FRoss " 188600 003
¥ wvm RO [ 4220000 000
" o rRoMT m a1 ccam
e rRonsz m 237,000 000 000

s vasens v 1370367 tca 000
0 s e 2571 456, 00 090
4 s reos m a0 a
T reonsT ™ 1373000000
5 v FRoss :n 284.000.000 090
o RS = 427788 000 000
e FRONA m 71451 000
+ s Feoses " eca0m
2 o FRoses [ 4B 125 0000,

2 FROR

Pme talé B H D

2750543000 090

Sespensices-

Cussity
a1 008
Bz
™

e
o 128
s

12

o
e
amam
oo
13m0

1571695
ums
a5
40

a2m

samien

107 404,125
275050

- Chupe mdpesiies-  Dofin-  Adwinssston-
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2. Menu Actions --> Interbank Operations --> Interbank Repo
(Collateralized Borrowing)

Seasion -

Partcipants *  Accouets *  Insurements *

Coterst -

pumerts boncung

Clearing

esuments eoci By Cash)

estruments banrowing (B Cash)

Totat Retum SWAP Benstctany)

Totat Rekam SWAP (G4

Pledgaion (aiated by borrowsr)
Predzeion (nated vy ender)

Suspensions =

Management - Charges and penaites = Draia *

3.

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan
Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)

Inputinstruksioleh PenerimaKuasa

a

Collateral based loan value

Session | Paricpants ©  Accounts inuments~  Actons ~  Montorng ~ _ Coltera
Interbank Repo(Collateralized Borrowing) - (Step 1 step)
com: oS358 Gonte
T ouss267359 Gonnte
Pool: Gonaae
Lender party - Collteral aker
f— ]
accoun's -
Delverng ]
Payment sgent ]
Cashaccowne ]
Settiement enter e I
e
[rrp— 10
¥ Ao slct by e
<
Sassion <1 Pariperts | Acconr = iwwmnenis < cions < s | Cotiral
Interbank Repo(Collateralized Borrowing) - (Step 1 step)
Comm: ousR207359 Gensate
T oS0035 Gensate
pool: =
Lender party - Collteral taker
Paticpants  SVITIDE - BANK ATIM UNIT USAHA SYARUAH
p— 25114000880 - T CASHVL B
Delvarng STIOIL - AN JATIN UNIT USAHA STARIAH
Saenc
Poyment agnt™s | SYITIONL - BANK JATIM UNIT USAHA SYARIAH
Cashaccout™s 525114000850 - . 9D JAWA TIMUR UNIT USAota SYARAH =
Setfemert DR - ndonesn Rupish
e
Il margn's 10

] Auto-select by system
<

Clnng +  Susparsons ©  Wanagement ~  Charge napentics = ras -
e ) cassic
caromer party - Colters gver
Patchant®s SVBIDI - T BANK ABAR BANTEN SYARIAH
account's 525425000880 - S-CASHVT a2
Pormentagent:[Eier gt o0 ]
Cash accoue o
1stteg eta
e
Loanvaluer: ]
Totedse: 15082005 =
oy stomens 157082025 03000 Erp— =
axeme” Gaoime:
>
e =T

o He

Borrower party

partipant”:
Account:

Payment agent™:

Cash account™;

15t Leg Details

Cureny:

Loan value™:

-

E
d

rade date:

ary setoment
ate/eme-

Clasic

Collateral giver
‘SYIBIDIL - PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH
525425000990 - SYIB-CASHVI 5]

‘SYIBIDIL - PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH
525425000990 - PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH v
100.000.000.000,00 IR
15/08/2025 [&]
15/08/2025 00:00:00 [ Late settlement.
dateftime:
>

g v



b. Collateral based nonloanvalue

Session~ | Paricipants +  Accounts +  Instuments +  Actons = Monioring = Collaeral -
Settement 10R - Indonesan Rupiah

aumency”:

Instruments

el margin’: 100
[ Avto-selet by system ] Cotaerl based fon vl

Fitcotumn viam Prit Goiterl aocalion | Callterat normaton

srument code Quantty | Colteaivae | Manusimarketp.. Manualsccued . Pootfctor
SukBis00 2636 o0 00ssI0 10374420

< >

4.

Clearing +
Currency:
Loan value™:
Trade date”:

Early settement
dateftime”

Cash eg value
date
2nd Leg Details

Buy-back dae”:
Term:
Reporate™s
Repo ntorst:

Termination
value*:

Management +  Charges and penalies *  Drafts +

100.000.000.000,00 IR

19/08/2025 =]

19/08/2025 00:00:00 [ Late settement [&]

dateftme:

19/08/2025 [&]

] Allow extension
26/08/2025
53
Pty | Value: 1050 | Eisawe || 1 Gsena
>

Input Surat Berharga Syariah yang akan menjadiagunan

Coltcrs sbcation -
[P —— oy
T T T [T [ T [T ey e erer
' ] [ Fren
s a
PHIEL - Quetation bised e ¥ 11,98937
Caic poce
Price: 104,1768
< >
Claan prica: 100
Aoty com
Cae paramerer
Parsmeters
= = Yiedd to Maturity: 11,98037
[L T —— op— Current Yield: 12,00000
e e -
< >
se o
Saesa [ e i Ao <l M el s Tl Cisring + Suspensions = Management = Chargesand pens ot -
Setfement 0% - Indonesn Fupih ey e
ameney: -
Loan vaue's
Lntruments
Tradedates 150672025 &
Initial margin*: Lo Early settlement  15/08/2025 00:00:00 [ Late settlement []
[T - (9] Coltrl based o vl daefeme; daefime:
Cash leg value 15/08/2025 [x]
e
2nd Leg Detsts
rr—— g e———
stumentote Quntly | Cotaravakue | Wanus maret .. Wanuasccued. Pooator (] Atow tensin
Suksiosoeaszr o0 mamsa00 1050063 o Surbsck date's 23082025 il
Tem:
Repo ate: 520
Repo merest
Teminston 3
- B Vo't
Py | Value: 1050 4 swve Gsena
< >
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Jika Collateral based loan value

Session - | Partcipants - Accounts = Instruments ~
Settement IDR - Indonesian Rupiah

currency®:

Instruments

Inkial margin®:

[ Auto-select by system

Fitcoumn g Pant Colsters stacston
nstument code Quantty | Coluteravaue Manual market .
SUKBIOD1263%6, 97000 100531961300

<

Actions -

[ Colterl based losn v

Colstersnformaton

[rep—

10374429 ]

Moritoring

Cotteral -

Clesing - Suspensions ~  Mansgoment -
currency:
Loan vauer:
Tadedte®  19/06/2025
10l settiement  19/08/2025 00:00:20
dateftime’
Cashlagualie  19/08/2025
dita:
2nd Leg et
e (] Alow extension
' Burbackdate®s  26/08/2025
Term:
Repo rate™s
Repo nterest
Teminaton
> vai

it

Charges and penaties -

100.000.000.000,00 IOR

5]
[ Late settement [c]
dateftime:
[c]
<]
53
Value: 1050 | £ save Bsena
>

5. Monitoring hasil input transaksi setelah dilakukan otorisasi oleh
connected user (send to system)

Session - Participants +  Accounts *

Monkoring =|  Collsteral - Clearing +  Suspensions +  Mansgement +  Charges and penaltics *  Drats +
Settlament. DR - Indonesian Rupiah Paricipantoperatiors b dioand
CLL Monetary cperatons currency:
ntervank perations b pupmep
Instruments
Etomaloperatons b | DyriRvE 25 5
Intial margin®: ash operatons » | Repo operatons (588,COLE) 025 00:00:00 (3Late setiement 3
[[] At selct by system » datefim
Extomalsystems reporing b | 515 eperations 25
Text messages Extension opeatons
tnput messages Tolal Retum SWAP operations
Fitcolumn widh Pint | Colatealaocain _ Colsteal o Outpt messages
nstument code Quantty Gotatealvaue | Y Allow extension
SUKBIOBOS25276MS NRTC1190 6000 100306134400 E— Buy-back date”: | 21/08/2025 3
Terms
Repo rate”: 520
Repo nterest:
Termination 2
o 5 value'
Prorty | Value: 1050 | Ef save 1| Bsena | v
d =
Session~  Paricipants Accounts ~ Instuments ©  Actions ©  Monitoring +  Colaferal +  Clearing = Suspensions - Management = Charges and penalties - Drafta -
Repo operations -
it coumn witth Prot 1s00z02s 3
Modtcaton dae - TRN Repo cade nstument Cashcretor Gasn dovtor Settement amount Curency Rate Buybsck price Temination vaie Eary settem,
i 1S82025 105748 DVTSS220267359 DISS220267359 IOR svmoit svasiost 10006.134.400 | 10R 2 1s0¢
< >
Page 1 or1 2
Collaterals © tnstruments n colateral 5
it coumn widh punt it column wiah pint
TN Amount Sender Colitera ger Colateral ater Repo code Curency| nsirument code Quantty  Colterlvalue  Manual marketp.._ Manual accrued .. Vauaton manua.. Valation acc
< >
Page| 1lof1 @ < >
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Actions +




Drafts -

Session~ | Paricipants ©  Accounts ~ Instruments - Actions ~  Monitoring ~  Collateral > Clearing ~  Suspensions ~  Management - Charges and penalties ~
Repo operations 0
Fit column width print 1508205 4
e Face amount Buy-backdate  Cash accountto Gash account rom Priotty | Step name Operation name

1510812025 00.00:00 100.806.134.400. 21082025 525425000990 525114000890 1050 Matching RYPRepoCOLE.
< >
Page 1lof1 -
Collaterals. & Instruments in collateral
Fit column idth Prnt Fit column idth Piint
RN Amount | Sender Collateral giver Collateral taker Repo code Curency | nstrument code. Quantty  Colateralvalue  Manual market p... Manual accrued .. Valuation manua... Valuation acc
< >
Page 1lof1 ] < >
Session~  Partiipants *  Accounts Instuments *  Actions ~  Monitoring v Collateral v+ Clearing ~  Suspensions v Management *  Charges and penalties *  Drafts v
Repo operations
Fitcolurn width prnt 150820259
ime Face amount Buy-backdate  Cash accountto ‘Cash account from Priority  Step name Operation name Operation name Result Staus Comm Msg status.
100.806.134 400 21082025 525425000990 525114000990 1050, Matching RYPRepoCOLE RYPRepoCOLB 1755228267359
< >
Page 1lof1 <
Collaterals. & Instruments in collateral @
Fit column width Prnt Fit column idth Pint
RN Amount | Sender Collateral giver Collatera taker Repo code Curency | nstrument code. Quantty  Colateral value  Manual market p... Manual accrued ... Valuation manua... Valuation acc
< B
Page 1 lof1 @ < >

6.

counterparty

Session~  Participants ©  Accounts * Instruments - Actions ~  Monitoring ~
Repo operations
Fit column idth Pt
Modification date = TRN Repo code Instrument Cash creditor
1 150082025 11:3632 DI755228267359 D1755226267359 DR, svaTiDst
2 15082025 113632 600210150825  DATSS226267359 IR svaTiDst
<
Page 1lof1 &
Collaterals.
Fit column width prnt
RN Amount | Sender Collateral ver Collateral taker
<
Page 1loft

Colateal +  Clearing = Suspensions = Management - Chargos
Gash debitor Setlement amount  Curency Rate
svaBiDat 100.806.134.400 IDR 52
svaBiDit 100.806.134.400 IDR 52

S Instruments in collateral
Fitcolumn width print
Repo code Gurrency| Insrument code Quantty  Colateral valve
>
<

151082025

Buyoack pice.

]

Termination value

Manusl accrued i

Monitoring hasil input transaksi setelah dilakukan otorisasi oleh

Eary settem
1510¢
1510t

>
Valusion manua... Valution acc
>
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Session +

Repo operations
Fit colarn widt

Ear settement datefime

1500812025 00:00.00

1510872025 00:00:0

Partcpants ~

Accounts v Instruments *  Actions *

Pt

Late setement datefime Face amount

100.806.134.400
0

Monitoring Colsteral > Clearing *  Suspensions *

Buybackdate  Cash accountto

Cash account fom
2082025 525425000890

Management - Charges and penalties ~  Drafts ~

15082025 |3

priorty

Step name Operation name Operation name
525114000990 1050 Invoke tradeiRepo buyback RPRepoCOLS RuPRepoCOLE.
100.806.134.400 2082025 525425000990 525114000990 1050 Invoke tradeiRepo buyback DVPRepoCOLS DVPRepoCOLE.
< >
Page 1 of1 S
Collaterals. © | Instrumentsin collateral )
Fit column wdt pint Fitcolumn vidth Pt
RN Amount | Sender Colatera gver Colaterltaker Repo code Curtency| Instument code Quantty  Collteral vakie  Manual marketp... Manual accrued L. Valuation manua... Valuaton acc
< >
Pagel 1011 @ < >
Session~  Participants *  Accounts * Instruments ~  Actions *  Monitoring~  Collateral ~  Clearing Suspensions *  Management - Charges and penalties ~  Drafts ~
Repo operations -
Fit colamn widty Pt 15082025 |3
Face amount Buybackdste  Cash accountto Gash account rom priorty  Stepname Operation name. Operaton name. Result Status Comm g stats.
100.606.134 400 21082025 525425000950 525114000950 1050 nvoke tradelRepo buyback. RyPRepoCOLS RPRepOCOLE 1758228267359
100.806.134 400 21082025 525425000980 525114000950 1050 nvoke tradelRepo buyback. DVPRepoCOLS DvPRepocoLE D7ss220267350
< >
Page 1 or1 2
Collaterals & Instruments in collateral o
Fitcolumn wan Pt Fitcolumn vidth Pt
RN Amount | Sender Colatera gver Colateral taker Repo code Currency| Instrument code Quantty  Collteralvakue  Manual marketp... Manual accred 1. Valuatin manua... Valuaton acc
< »
Page 1 of1 > < b ]

7. Monitoring saldo Surat Berharga Syariah oleh PemberiKuasa

P 18010022 v showat
Sap— ERa—— P— [
_ Frsr "

retrze Amount - Gpaniay
155080 060 050 158000 aeze
452080000 e

8. Pada saat 2" leg (jatuh tempo pledge) dilakukan otorisasi oleh
PenerimaKuasa

Session~  Particpants *  Accounts ~ Instruments *  Actions *  Monitoring ~  Collateral ~  Clearing Suspensions *  Management - Charges and penalties ~  Drafts ~
Pledge/Lien operations =
Fitcolumnwth | Showrecord  Print View Auhorze Decine Cancel Show relsed requests || 20082025 3
Modfcaton date = Operation type RN Repo code. Instrument Cash credtor Cash debitor Settementamount  Curency Rate Buybac price Temination val,
1 RUPRepoCOLE_BB 1oR svaBiot BSMDIDIA 1000133333333 1DR
2 DVPRepoCOLE_BB 1oR svaBiogt BSMDIDIA 1000133333333 DR
< >
Page 1 or1
Collaterals & Instruments in collateral B
Fitcolumn wan Pt Fitcolumn vidth Pt
RN Amount Sender Colisteral giver Colateral taker Repo code Cut Instument code Quantty  Collateralvakue  Manual marketp... Manual accrued 1. Valuation manua... Valuaton acc
1 DIZSSSBI020800 100384643500 SYJBIDS1  SYJBIDUT BSDIDIA DI755579436015  1DF
2 DI7SSSIEIG262 100384543500 BSMDIDIA  SWIBIDJT BSMDIDIA DI758579436016  1DF
< >
Page 1om 2 < >
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Request form

Confirm x
2 Please confirm sending document to
siep2 ~
Yes No
Send
Request form
Confirm x
2 Please confirm sending document to
| v
Send to system
step 1

Proses unpledge SBS diatas, otomatis dengan setelmen dana pada BI-
RTGS sebagaimana screenshoot berikut:

@ BANK INDON

T 202: General financial institution transfer

T — [ RI73456876/PHT
Debit
ki Fields:
Preparaton 4 -
! Posted 53a: Sender's Comrespondent
©A D paripant: ‘SVIBIDI1 (PT. BANK JABAR BANTEN
SYARIAH)
Account 525425000990 (. BANK JABAR BANTEN SYAR
32A: Value Date/Currency  Amount
Amount: 1000133333333
Corrency: 0]
Value date: 20/08/2025
age 1 o
Page 1 of1 @

bibs0012 [PUSAT] B day. 20081202
) pnge Period - After
Related TRN: | R173456875/88 A
Credit
Fields:
s i
:58a: Beneficiary Institution 25
@A D partidpant: BSMDIDIA (PT BANK SYARIAH INDONESIA
TK)
Account: 52545100090 (PT BANK SYARIAH INDONESIA
72: Sender to Receiver information
e 325 (TRANSAKST BISSSS - PASAR SEKUNDER 2ND LEG)
BN
Earlest time:
Latest time:
Reject time:
Clearing code:
RESDEBIT:
Field 72: 0/PCOLIMPEF/R173446456/COMM//0 M
>

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan
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HT 202: General financial institution transfer

page Period - Afternoon 2

P ————— | Account 52542500090 (PT. BANK JABAR BANTEN SYAR Account: 525451000990 (PT BANK SYARIAH INDONESIA
outin Proparation | Amount: 100.013.3% e BI-5555 - PASAR SEKUNDER 21D LEG) —
/O/PCOLIMPEF/R173446456/COMM//0
/SSAG/SYIBID]1/BSMDIDIA
/INST/IDR
o ==
Priority: 70 (Normal) Document step: v
’ >
Page 1 of1 < >
9. Pengirimaninstruksiotorisasioleh Penerima Kuasa
— 5
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Danaotomatis masuk via BI-RTGS (DVP)

Vourenintrnet xplorer mod.Most pges work et i Micesoft Edge. [
2025 11:56:05 Printed by RTBSI003 A
MT 202 Gengral Financial Instituion transfer
Sender INDOIDIRAXXX
RTGS CENTRAL NODE
Recsiver BSMDIDIAXXXX
PTBANK SYARIAH INDONESIA TBK.
MR 20INDOIDIRAXXX0001627944
General Field Tnformation
Transaction status
SETL
20082025 10:22:00
Le >

6.2. Mekanisme Substitusi Agunan pada BI-SSSS

Mekanisme Substitusi/ Penambahan Agunan pada BI-SSSS sebagai
berikut:

1. Monitoring transaksioleh Penerima Kuasa sebagaiinisiator

2. Inputallocation Surat Berharga Syariah pengganti/penambah agunan
Wakil melakukan substitusi/ menambah agunan:

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan
Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)



3.

PYIEL - Quotation based on ™

Price:

Clean price:

Parameters

Yield to Maturity:
Current Yield:

Collateral allocation

15,05353
Calc price

94,2099

90

Calc parameter

15,05353

13,33333

Apply to form

Input hargaagunandanjumlah unitagunan

Fit column width Show record Print || Enter instrument code Add Remove
Pool factor Haircut Exchange rate Manual mar.. Manual accr... Choosen qu. Collateral value Eligible for colla...
1 0 1 90 41.768 450 423795600 Yes
450 423.795.600
Apply | Close
i M s = = i =R R e s s i
PledoeLiemopestion
Fit column width  Show record  Print View ‘Show related requests | 201012022 [
MoMcanisex | TW | Repocols | hanmen | Cumrotor | Coshdeier o p— P = fan | Gutekpos | Tomnsion
| ool wn oo R ——— 5
2 s oo on 1875073 ok vdaepa bk DR o
{4
Page 101 &
P 75 [r——r—
ke s i s o v
r tamom | Seprame | st becr | gimenicoi Q. chiai | Maumatemeety) | Maulscustie
et 190755 ome T E—— | ©
o T aa790730 O favnatza
Pending 423795600 Authorization o Auhortzaton Nstory 20012022
lik
- ekt et =) | 3
o = comor "
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5. Statusperubahanagunantelah berhasil

~  Monitoring»  Collateral~

Clearing~  Suspensions~  Management=  Charges and penalties~  Drafts+  Administration~
Show related requests || 20012022 [
Gash credtor ash debitor Seftement amount  Step name Currency Rate Buyback price Termination

1 2001202080102 BMRIOT 01 R 418790736 Invoke rade/Repo buyback DR [

2 2001202080102 CENAOY 001 1R 418750736  Invoke trade/Repo buyback DR o

< %

Page  10f1 2
Collaterals °
Filcolumn width | Show record  Print | Colatralsubstiution
N Amount Sender Cotatera gver Cotateraltaker Repo cade

1 DIGM2BAN96E 423795600
2 DIsSTINERE 418790736
3 DISSTIEATIS 418790736

o0t
oo
oo

Manual market pice (%)
%

Manual accrued nerest

6.3. Mekanisme Eksekusi Agunan pada BI-SSSS
Mekanisme Eksekusi Agunan pada BI-SSSS sebagai berikut:

1

Monitoring transaksi oleh Pemberi Kuasa sebagai inisiator awal karena
PenerimaKuasa gagal melakukan pelunasan SiPA / wanprestasi

Monitoring transaksi oleh Muwakkil sebagai inisiator awal karena

Wakil failed

Pariiponts~  Accounts~  Instruments~  Actions+  Monitoringe Colseral~

Clearing~ ~ Susg

Pledge]Lien operations 0
e it e [
e R TR T T T T—————
1 2000172022 09:15:36. - 001 DR 418790736  Invoke trade/Repo buyback 040022022 1DR. 0
e e .
s e s i
L b
Page 1 oft 2 < >
Unchecked Redeem Securities
Collateral execution (borrower failed)

Do you really want to proceed?

I Redeem securities:

O

\[9 Send
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2. Otorisasi dilakukan oleh Penerima Kuasa dengan memilih transaksi
yang diinisiasi Pemberi Kuasa dengan pilih Show Related Request

~  Colateral~ Clearing~ Suspensions~ Management-  Charges and penalties+  Drafts+  Administration~

°
Ficolumn width - Show record | Print | Suiih o pending au

Modfeatondale ~  TRN Operation fype: Iniator Step code Step name. Request parameter |
2001202092087 D1642645229122 QueryBCEX N cenaoia  flwa Authorization

3. Status transaksi menjadi rejected dan dapat dimonitor pada tanggal
inisiasi1* leg

4. Pengecekan Saldo Surat Berharga Syariah oleh Pemberi Kuasa,
menjadi bertambah karena status transaksi menjadi outright

Seswion Parbcipants = Accosntss  IesWwmentss  Achonse  Momiodnge  Collsterasle  Cleariege  Sespensionss  Masagemests
Balances
FRoshem welh  Showrecers Pest 20912022 v Showal
540 baance Sus-account Subaccount owrer legtumart Iensrorvace Spa Aamenget Ouany Opastay
1 AVM | FRIOI7 FR 155 450 090 000 155,450 20w2022
Sesmon s Parbcpants s Accounts = atruments s AcBons v Meansong Collstersls  Clearing» Swrgensone + Managemsent «
Nalamces.

1 cobsma waan

Sub Balaece Sul-account

Pt 19012022

Subaccount owner

R —
2 PLED
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Collateral allocation x

Fit column width  Show record  Print tr Add Remove
Pool tactor Haircut Exchange rale  Manual mar Manual acer, Choosen qu Collateral vaive Elgidle for colla
1 0 1 %0 41768 450 423795600 Yes
450 423.795.600
< >
Apply Close
6.4. Pelaporan LBUT Harian
Rincian Matching Transaksi
0 i Bank v
sonts sl
" Nomor  Transskal Tanggal  Bunga Tigiat  Nisosh
sandi | periode et Avac  waphak  Pen el ek am Tongoal | atuh  Perentase  Indikash Nominal  Nominal  Status
No  pesor Lo Tammksl Bk Lawan Pupor  Puw Vet  Tamwial  Sewement  Tempo  imbalan  Imbaan vess  Ruphah Matching
o sareses pUsS w fa2101  10R naso ez O easwo o 3 ) 200834400000  MATCHED
Sandi Keterangan

No Ref Transaksi Nomor referensi transaksi yang dibuat oleh Bank pelapor dan ini bersifat unik untuk setiap
transaksiyang dilakukan.

Jenis Transaksi PUAS Kegiatan transaksi keuangan selain pembiayaan antar bank berdasarkan prinsip syariah
dalam rupiah atau valuta asing dengan tenor sampai dengan 1 tahun. Instrumen yang
digunakan dalam PUAS antara lain SIMA, SiKA, dan instrumen lain yang ditetapkan oleh
BankIndonesia

ID Pihak Lawan Diisi sesuaidengan ID Pihak Lawan yang dilaporkan di Informasi Data Pihak Lawan.

Peran Pelapor Peran dari Bank Pelapor dalam transaksi PUAS

LN Bank merupakan pemberi/penanam dana kepada pihak lawan. BUK berperan sebagai LN
karenahanyasebagai penanam dana.
BR Bank merupakan peminjam dana atau yang mengeloladana dari Pihak Lawan
Jenis PUAS F042101 | SiPAtipel
F042102 | SiPAtipel

Jenis Valuta

Jam Transaksi

Tanggal Settlement
Tanggal Jatuh Tempo

Suku Bunga Persentase
Imbalan

Tingkat Indikasi Imbalan

Nisbah Bagi Hasil untuk Bank
Penanam Dana

Nominal Transaksi (Valuta Asal)

Nominal Transaksi (Rupiah)

Dalam hal Bank pelapor beroperasi di luar wilayah Waktu Indonesia bagian Barat (WIB),
makajam transaksi harus disesuaikan dengan WIB

Tanggal penyerahan/penerimaan dana.
Tanggal berakhirnya perjanjian/kontrak.

Besarnya suku bunga/persentase tingkat imbalan per tahun (p.a) yang disepakati oleh
Bank Pelapordan Pihak Lawan

Besarnya persentase tingkat indikasiimbalan Instrumen PUAS per tahun (p.a).

Besarnya persentase nisbah bagi hasil imbalan instrumen PUAS yang akan diterima oleh
Bank penanamdana

Nilai transaksi yang dinyatakan dalam valuta asal/valuta transaksi

Nilaitransaksiyang dinyatakan dalam rupiah

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan
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TRADE CONFIRMATION SiPA

No T OXXX/XXX/XXX

Tanggal : dd mmyyyy

Kepada Yth : PT. Bank [Nama Bank] (Muwakkil)
Attn :

Dari :  PT. Bank [Nama Bank] (Wakil)

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

PT. [Nama Bank] (Muwakkil) telah menyetujui penerbitan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan
Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) yang berakad Wakalah Bi Al-Istitsmar kepada PT. [Nama Bank] (Wakil)
dengan uraian informasi transaksi sebagai berikut :

A.  PARAPIHAK

Pemberi Kuasa (Muwakkil) : PT.[NamaBank]

Penerima Kuasa (Wakil) : PT.[NamaBank]
B. DATATRANSAKSISIPA

Nominal InvestasiSiPA T RPXXXXXXXX.XXX, =

(maksimal sesuai atau dibawah Nominal Proceed)

TglValuta o ddmmyyyy

TglJatuhtempo : ddmmyyyy

Jangka waktu : xdays

Tingkat ekspekstasihasil pengelolaandana : x.xx%
(Apabila hasil investasi melebihi proyeksi pengelolaan dana maka kelebihannya menjadi hak
PengelolaDana).

Waktu Pembayaran ;[ periodik —sesuaikesepakatantanggal........
[ saatjatuhtempo
Jenis Obyek Investasi : [ SBSN

[ KegiatanUsahaBank/ Financing

C.  AgunanSBS

Jenis Agunan : [ SBSN

1 SUKBI
SUVBI
Maturity : ddmmyyyy
Nominal T RP XX XXX XXX XXX, =
Harga Wajar Pasar DOXXXXXXX%
Nilai Haircut T X xx%
Nominal Proceed T RPXXXXX.XXX.XXX,=

(Nominal Proceed adalah Nominal SBS setelah memperhitungkan Nilai Harga Wajar Pasar
dikurangNilai Haircut)

Perlakuan terkait Agunan SBS:

1. Kedua belah Pihak bersepakat bahwa penerima kuasa (IWakil) melakukan pengagunan (pledge)
SBSN dan/atau SUKBI melalui BI-SSSS pada tanggal valuta penerbitan SiPA.

2. Dalam hal penerima kuasa (Wakil) tidak dapat mengembalikan dana yang dikelola dan hasil
pengelolaan (istitsmar) dana kepada pemberi kuasa (Muwakkil), perlakuan terhadap SBSN
dan/atau SUKBIyang menjadi Agunan SBS dilakukan sesuai kesepakatan kedua pihak.

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan

Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)



3. MasaJatuh Tempo SiPA harus lebih pendek dibandingkan maturity agunan.

D. INSTRUKSISETELMEN

Tanggal Setelmen Transaksi SiPA:

1. SetelmenDana
Mohon Kredit Dana ke PT. Bank [Nama Bank]
Bank Code [Kode Bank] at Acc [Account Number]

2. SetelmenSuratBerharga
Kami akan melakukan pledging SBS dari Rekening Sub Reg PT. Bank [Nama Bank]
[Kode Bank] Acc. [Account Number]
Ke Rekening Sub Reg PT. Bank [Nama Bank]
[Kode Bank] at Acc. [Account Number]

Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA:

1. SetelmenDana
Kamiakan Kredit Dana ke Bank [Nama Bank]
Bank Code [Kode Bank] at Acc. [Account Number]

2. SetelmenSuratBerharga
Kami akan melakukan pengajuan unpledging SBS ke Rekening Sub Reg Bank [Nama Bank]
[Kode Bank] at Acc. [Account Number]
Mohon dilakukan pelepasan agunan ke Rekening Sub Reg PT Bank [Nama Bank] [Kode Bank]
atAcc. [Account Number]

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT BANK XXX PT BANK XXX

[NamaDealer]
[Jabatan Dealer]

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan

Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)
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PERJANJIAN KERJASAMA
TRANSAKSI SERTIFIKAT PENGELOLAAN DANA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

ANTAR BANK (SiPA)
ANTARA
PT BANK PTBANK ________
NO. DENGAN NO.

Perjanjian Kerjasama Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA)

antaraPTBank ____ denganPTBank __________,selanjutnya disebut "Perjanjian" dibuat pada hari

____Tanggal______ olehdanantara:

1. PTBANK ____ , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik
Indonesia, berdomisili diJakarta, berkantordi_____________,yanganggarandasarnyatermuat dalam

_____________ ,yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan surat keputusan tertanggal _____ , telah mengalami beberapa
perubahan dan terakhir diubah dengan yang telah mendapatkan persetujuan

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ____ dalam
hal ini dilakukan oleh Wakil secara sah oleh ____________ dalam jabatannya sebagai
___________________ berdasarkan________________olehkarenaitu sah bertindak untuk dan atas
namaPTBANK____ ,untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama"; dan

2. PTBANK ____ _, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik
Indonesia, berdomisili di _____ , berkantordi _______ , yang Anggaran Dasarnya termuat
dalam ____ , yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan surat keputusan tertanggal
perubahan dan terakhir diubah dengan

_____________ , telah mengalami beberapa
yang telah mendapatkan persetujuan dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal _______ dalam halini
dilakukan oleh Wakil secara sah oleh _____ dalam jabatannya sebagai _________ berdasarkan
____________ oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank ________ yang untuk

selanjutnyadisebut "Pihak Kedua";

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya bertindak secara masing-masing disebut “Pihak” dan
bertindak secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”. Para Pihak terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa
perbankan syariah yang kegiatan utamanya memberikan jasa dan layanan perbankan syariah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk melakukan kerjasama Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana
Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA) (termasuk Tipe 1 dan Tipe 2) dengan mekanisme
penggunaan agunan, di mana suatu pihak dapat bertindak sebagai pihak yang melakukan pemberian
kuasa pengelolaan sejumlah dana sebesar nilai transaksi yang disepakati dan dapat menerima Agunan
SBS yang ter-pledging dalam sistem BI-SSSS, selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa (Muwakkil)” dan
pihak lainnya bertindak sebagai pihak dalam Transaksi SiPA yang bertindak sebagai pihak yang
melakukan penerimaan kuasa pengelolaan sejumlah dana sebesar nilai transaksi yang disepakati untuk
selanjutnya dipergunakan untuk tujuan pembelian SBSN dan atau kegiatan usaha Penerima Kuasa
(Wakil) dan dapat memberikan Agunan SBS yang ter-pledging dalam sistem BI-SSSS, selanjutnya
disebut “Penerima Kuasa (Wakil)” dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-
undanganyang berlaku.

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan

Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian, dengan syarat- syarat
dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjianini, yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Agunan SBS adalah SBSN dan/atau SUKBI dan/atau surat berharga syariah lain yang disepakatioleh Para
Pihak sebagai agunan pada transaksi SiPA sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Bank Umum Syariah adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank Umum Konvensionaladalah bank umumyang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
Bank Indonesia — Scripless Securities Settlement System (selanjutnya disebut BI-SSSS) adalah
infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat
berhargayang dilakukan secaraelektronik.

Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (selanjutnya disebut “Sistem BI-RTGS”) adalah
infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan
seketika pertransaksisecaraindividual.

Hari Kerja adalah hari Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan operasional sistem pembayaran dan
penyelesaian transaksisurat berharga.

Hari Kalender adalah setiap hari yang dimulai dari hari Senin hingga hari Minggu sesuai perhitungan
dalam kalender masehi.

Haircut adalah nilai persentase tertentu yang disepakati Para Pihak sebagai faktor pengurang harga
pasarsuratberharga syariah.

Harga Pasar Surat Berharga Syariah (SBS) adalah harga penutupan (closing) yang mengacu pada PHEIL,
BI-SSSS, Bloomberg dan Refinitiv.

Penilai Harga Efek Indonesia adalah Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) yang didirikan berdasarkan
Peraturan Bapepam-LK Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, yang memiliki peran dan
fungsi melakukan penilaian dan penetapan atas harga wajar efek bersifat utang di Indonesia secara
harian.

Instrumen Keuangan atau Instrumen adalah aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk apa pun,
baik kas, bukti kepemilikan dalam suatu entitas, atau hak kontraktual untuk menerima atau
memberikan, uang tunai atau instrumen keuangan lainnya

Keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan suatu Pihak tidak
dapat melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang peristiwa tersebut di luar kekuasaan
Pihak yang terkena peristiwa Force Majeure tersebut, yaitu diakibatkan oleh kerusakan atau gangguan
padasistem BI-RTGS atau BI-SSSS, kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencanaalam
seperti gempa bumi dan banjir, atau keadaan lain yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari
instansi terkait di daerah setempat.

Konfirmasi Transaksi SiPA (selanjutnya disebut "Konfirmasi") adalah konfirmasi transaksi SiPA yang
merupakan hasil olahan komputer yang dihasilkan oleh Thomson Dealing System, Bloomberg atau
sarana lainnya dan BI-SSSS, yang berfungsi sebagai kesepakatan atau perjanjian untuk masing-masing
Transaksi SiPA yang dilakukan oleh pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan pihak Penerima Kuasa (Wakil)
berdasarkan Perjanjian ini dan sekurang-kurangnya memuat Informasi Nama Para Pihak, Data Transaksi
SiPA (Nominal, Tanggal Settlement, Tanggal Jatuh Tempo, Jangka Waktu, Tingkat Proyeksi Pengelolaan
Dana), Agunan SBS (Jenis Agunan, Maturity, Nominal, Nilai Haircut), Instruksi Pembayaran serta Syarat
dan Ketentuan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan
Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Kegagalan Transaksi SiPA adalah peristiwa yang terjadi apabila pada Tanggal Setelmen Transaksi terjadi
kegagalan penyerahan Agunan SBS dari Penerima Kuasa (Wakil) maupun kegagalan pengiriman dana
oleh Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan atau pada Tanggal Setelmen Pelunasan transaksi SiPA terjadi
kegagalan pelunasan SiPA.

Masa Perbaikan (Cure Period) adalah batas waktu toleransi bagi pihak yang gagal untuk memenuhi
kewajibannya setelah pemberitahuan. Masa Perbaikan yang ditetapkan adalah 1 Hari Kerja setelah
Pemberitahuan Tertulis.

Nilai Pasar Wajar adalah Harga Pasar SBS dikalikan dengan nominal SBS untuk agunan jenis instrumen
SBSN, atau harga awal penerbitan SBS dikalikan dengan nominal SBS untuk agunan jenis instrumen
SUKBI.

Nilai Setelmen Transaksi SiPA adalah nilai proceed transaksi pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA
dimana untuk SiPA dengan mekanisme penggunaan agunan dihitung berdasarkan harga pasar SBS,
haircut, dannominal SBS. Accrued imbalan SBS tidak termasuk dalam perhitungan.

Nilai Setelmen Pelunasan SiPA adalah nilai proceed transaksi pada Tanggal Setelmen Pelunasan yang
dihitung berdasarkan Nilai Setelmen Transaksi SiPA dan hasil pengelolaan (istitsmar).

Periode SiPA adalah periode antara Tanggal Setelmen Transaksi SiPA sampai dengan Tanggal Setelmen
Pelunasan SiPA sebagaimana diperjanjikan oleh pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan pihak Penerima
Kuasa (Wakil).

Pemberi Kuasa (Muwakkil) adalah pihak dalam Transaksi SiPA yang bertindak sebagai pihak yang
melakukan pemberian kuasa pengelolaan sejumlah dana sebesar nilai transaksi yang disepakati dan
dapat menerima Agunan SBSyang ter-pledging dalam sistem BI-SSSS.

Penerima Kuasa (Wakil) adalah pihak dalam Transaksi SiPA yang bertindak sebagai pihak yang
melakukan penerimaan kuasa pengelolaan sejumlah dana sebesar nilai transaksi yang disepakati untuk
selanjutnya dipergunakan untuk tujuan (1) pembelian SBSN dan atau (2) kegiatan usaha dan dapat
memberikan Agunan SBS yang ter-pledging dalam sistem BI- SSSS.

Perjumpaan Kewajiban (Tagash/Set-off) adalah mekanisme penyelesaian kewajiban Para Pihak dengan
caramemperhitungkan hak tagih dan kewajiban bayar secara timbal balik sehingga diperoleh nilai bersih
(netamount).

Pledge adalah pencatatan surat berharga sebagai agunan atas transaksi SiPA dan dicatat di dalam sistem
BI-SSSS.

Scripless (perdagangan tanpa warkat) adalah suatu tata cara perdagangan efek tanpa adanya fisik efek
berupasertifikat saham, sertifikat sukuk, sertifikat SIMA, sertifikat SiPA dan lainnya.

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) adalah sertifikat yang
diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagai pernyataan penerimaan pengelolaan dana di PUAS dengan akad
wakalah bial-istitsmar.

Surat Berharga Syariah (SBS) adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh
Bank Indonesia, Pemerintah, atau korporasi sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset SBS, baik
dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan
menggunakan underlying aset berupasurat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan
prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah
maupunvalutaasing.

Tanggal Transaksi adalah tanggal terjadinya kesepakatan antara pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan
pihak Penerima Kuasa (Wakil) untuk melaksanakan transaksi SiPA, yang dilakukan melalui media
Thomson Dealing System, Bloomberg atau sarana lainnya untuk melaksanakan transaksi pada tanggal
setelmen.

Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan
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32.

33.

34.

35.

Tanggal Setelmen Transaksi SiPA adalah tanggal yang disepakati antara Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan
pihak Penerima Kuasa (Wakil) di mana pada tanggal tersebut dilakukan transfer dana dari pihak Pemberi
Kuasa kepada Penerima Kuasa sebesar nilai transaksi yang disepakati dan dilakukan pledging SBS yang
dimiliki oleh Penerima Kuasa (Wakil) dalam sistem BI-SSSS.

Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA adalah tanggal yang dijanjikan bersama (muwa’adah) oleh Pemberi
Kuasa (Muwakkil) dan pihak Penerima Kuasa (Wakil) di mana pada tanggal tersebut dilakukan transfer
dana dari pihak Penerima Kuasa (Wakil) kepada pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) sebesar nilai transaksi
yang disepakati dan dilakukan pelepasan pledging SBS yang dimiliki oleh Penerima Kuasa dalam sistem
BI-SSSS.

Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA) adalah transaksi
SiPA dengan mekanisme penggunaan agunan.

Ta'widh adalah ganti rugi atas kerugian riil (actual loss) akibat kelalaian, yang nilainya wajar dan tidak
memperhitungkan opportunity cost.

Wakalah bi al-istitsmar adalah akad pemberian kuasa dari BUS, UUS, dan/atau BUK sebagai pemberi
kuasa (Muwakkil atau mustatsmir) kepada BUS dan/atau UUS sebagai penerima kuasa (Wakil atau
mutsmir) untuk melakukan pengelolaan (istitsmar) sejumlah dana tanpa pemberian imbalan (wakalah bi
ghairial-ujrah).

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi Para Pihak yang akan melakukan Transaksi SiPA, dimana Pihak yang
bertindak sebagai pihak Penerima Kuasa (Wakil) sepakat untuk mengagunkan Agunan SBS kepada Pihak
Tainnya yang bertindak sebagai pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) dengan menggunakan akad Wakalah bi al-
istitsmar sebagaimanatercantum dalam Konfirmasi Transaksi SiPA.

Pasal 3
MEKANISME TRANSAKSI

Pada saat Tanggal Setelmen Transaksi SiPA pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan Penerima Kuasa
(Wakil) sepakat untuk melakukan pledge Agunan SBS yang dijadikan agunan pada sistem BI-SSSS.

Pada Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA yang ditentukan oleh Para Pihak sebagaimana disepakati di
dalam Pasal 5 Perjanjian ini, pihak Penerima Kuasa (Wakil) berjanji (wa'ad) untuk memenuhi seluruh
kewajiban SiPA berupa Nilai Setelmen Transaksi SiPA dan hasil pengelolaan (istitsmar) sesuai
kesepakatan dan pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) menyetujui pelepasan Agunan SBS yang menjadi
agunan (pledging) saat pihak Penerima Kuasa (Wakil) menyelesaikan seluruh kewajiban pada transaksi
SiPA sesuaikesepakatanawal.

Selama Periode SiPA, kepemilikan Agunan SBS tetap dimiliki oleh pihak Penerima Kuasa (Wakil)
termasuk segala akibat hukum yang melekat atas Agunan SBS dimaksud antara lain namun tidak
terbatas pada hak atas imbalan/pokok (ra’s al mal) dari Agunan SBS. Namun demikian, Agunan SBS
tersebut ter-pledging dalam sistem BI-SSSS sehingga pihak Penerima Kuasa (Wakil) tidak dapat
melakukan penjualan Agunan SBS selama Periode SiPA. Proses pelepasan pledging dalam sistem BI-
SSSS dilaksanakan secara Delivery versus Payment (DvP) seiring dengan dipenuhinya seluruh kewajiban
SiPA oleh Penerima Kuasa (Wakil) berupa Nilai Setelmen Transaksi SiPA dan hasil pengelolaan (istitsmar)
sesuaikesepakatan Para Pihak.
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Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. HakPihak PemberiKuasa (Muwakkil):
a.

Pemberi Kuasa (Muwakkil) menerima Agunan SBS (pledge) melalui BI-SSSS pada saat Tanggal
Setelmen Transaksi SiPA.

Pemberi Kuasa (Muwakkil) menerima transfer dana sebesar nilai nominal SiPA dan hasil pengelolaan
(istitsmar) dana pada saat Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA.

Dalam hal waktu pembayaran hasil pengelolaan (istitsmar) dana dibayarkan secara periodik, maka
Pemberi Kuasa (Muwakkil) berhak menerima hasil pengelolaan (istitsmar) secara periodik atau
berdasarkan kesepakatan.

Pemberi Kuasa (Muwakkil) berhak melakukan penentuan Nilai Pasar Wajar (Mark-to-market) untuk
penilaian Agunan SBS sebagai agunan.

2. Kewajiban Pemberi Kuasa (Muwakkil):
a.

Pada saat SiPA diterbitkan, Pemberi Kuasa (Muwakkil) melakukan transfer dana pengelolaan kepada
Penerima Kuasa (Wakil) sebesar Nilai Setelmen Transaksi SiPA pada Tanggal Setelmen Transaksi
SiPA sebagaitindak lanjut atas penerbitan SiPA tersebut.

Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan Penerima Kuasa (Wakil) bersama-sama melakukan proses pledging
Agunan SBS pada sistem BI SSSS pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA.

3. HakPihak PenerimaKuasa (Wakil)
a.

Penerima Kuasa (Wakil) menerima transfer dana dari Pemberi Kuasa (Muwakkil) atas SiPA yang
diterbitkan pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA.

Pada Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA, Penerima Kuasa (Wakil) menerima pelepasan Agunan SBS
yang menjadi agunan (pledging) dari Pemberi Kuasa (Muwakkil) setelah pihak Penerima Kuasa
(Wakil) menyelesaikan seluruh kewajiban pada transaksi SiPA sesuai kesepakatan awal.

Dalam hal terdapat kelebihan hasil pengelolaan dana dari target yang disepakati, sebagian atau
seluruhnya menjadi hak Penerima Kuasa (Wakil) sebagaiinsentif (hafiz) atas kinerjanya.

4. Kewajiban PenerimaKuasa (Wakil):
a.
b.

Penerima Kuasa (Wakil) menerbitkan Konfirmasi Transaksi SiPA kepada Pemberi Kuasa (Muwakkil).
Penerima Kuasa (Wakil) dan Pemberi Kuasa (Muwakkil) bersama-sama melakukan proses pledging
Agunan SBS pada sistem BI-SSSS pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA.

Dalam hal waktu pembayaran hasil pengelolaan (istitsmar) dana dibayarkan secara periodik,
Penerima Kuasa (Wakil) membayar hasil pengelolaan (istitsmar) dana sesuai kesepatan diawal.
Pada Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA, Penerima Kuasa (Wakil) melakukan transfer dana kepada
Pemberi Kuasa (Muwakkil) sebesar nilai nominal SiPA dan hasil pengelolaan (istitsmar) dana sesuai
dengan waktu pembayaran.

Dalam hal hasil pengelolaan dana kurang atau tidak sesuai dari target yang disepakati, maka
Penerima Kuasa (Wakil) menyampaikan informasi tersebut kepada Pemberi Kuasa (Muwakkil),
untuk kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
KONFIRMASI DATA SETELMEN

1. Suatu Transaksi SiPA dapat terlebih dahulu disepakati secara lisan disampaikan melalui recorded phone
maupun secara tertulis oleh Para Pihak, dan selanjutnya wajib dituangkan secara tertulis dalam suatu
Konfirmasi Transaksiyang ditandatanganioleh Para Pihak.

2. Konfirmasi Transaksi, bersama dengan Perjanjian ini, merupakan suatu bukti yang utama (prima facie)
atas ketentuan-ketentuan dalam Transaksi SiPA antara pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan pihak
Penerima Kuasa (Wakil).
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3. Mengacu pada Konfirmasi Transaksi, Para Pihak sepakat memasukkan (melakukan construct) data
setelmen Transaksi SiPA dengan skema agunan melalui aplikasi pada dealing system atau manual
Konfirmasi Transaksi SiPA serta system BI-SSSS.

Pasal 6
SETELMEN TRANSAKSI SiPA

1. Pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) dengan ini menyetujui untuk menerima pledging Agunan SBS transaksi
SiPA dengan skema agunan pada Tanggal Setelmen Transaksi sebesar Nilai Transaksi dengan Haircut
sesuai dengan kesepakatan antara pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan pihak Penerima Kuasa (Wakil).
Pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) wajib menyediakan dana sebesar Nilai Setelmen Transaksi SiPA di
rekening giro Penerima Kuasa (WWakil) yang terdapat di Bank Indonesia.

2. Pihak Penerima Kuasa (Wakil) dengan ini menyetujui untuk melakukan pledge Agunan SBS pada Tanggal
Setelmen Transaksi SiPA. Pihak Penerima Kuasa (Wakil) wajib melakukan pledge Agunan SBS sesuai
dengan nominal, jenis dan seri yang disepakati di rekening BI-SSSS Pihak Penerima Kuasa (Wakil) yang
terdapat diBank Indonesia.

3. Setelmen Transaksi SiPA dilakukan melalui BI-RTGS dan BI-SSSS dan dinyatakan berhasil apabila BI-
SSSS telah memberikan konfirmasi status pledging pada Agunan SBS Pihak Penerima Kuasa (Wakil) dan
danatelah settle padarekening Pihak Penerima Kuasa (Wakil).

4.  Setelmen Transaksi SiPA hanya dapat dilaksanakan pada Hari Kerja. Jika suatu kewajiban pembayaran
sebagaimanaditentukan dalam SiPA jatuh pada harilibur, maka pemenuhan kewajiban pembayaran atau
penyerahan Agunan SBS tersebut dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 7
SETELMEN PELUNASAN SiPA

1. Pihak Penerima Kuasa (Wakil) wajib mengirimkan dana sebesar Nilai Setelmen Pelunasan SiPA ke
rekening giro Pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) yang terdapat di Bank Indonesia.

2. Setelmen dinyatakan berhasil apabila sistem BI-RTGS telah memberikan konfirmasi dana telah settle
dan diterima oleh Pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan pencabutan status pledging Instrumen yang
menjadi Agunan SBS pada sistem BI-SSSS oleh Pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) yang diterima oleh
Pihak Penerima Kuasa (Wakil).

Pasal 8
IMBALAN INSTRUMEN YANG DIAGUNKAN

Dalam Perjanjian ini, transaksi dilaksanakan melalui akad Wakalah bi al-istitsmar dan status Agunan SBS
dalam transaksi SiPA dilakukan dengan skema agunan berupa pledging sehingga atas imbalan Instrumen
yang menjadi Agunan SBS selama Periode SiPA tetap menjadi milik Pihak Penerima Kuasa (Wakil).

Pasal 9
PENILAIAN AGUNAN SBS DENGAN NILAI PASAR WAJAR
(MARK-TO-MARKET)

1. Penentuan harga wajar (mark-to-market) untuk melakukan penilaian Agunan SBS sebagai agunan
menggunakan data yang bersumber pada PHEI, BI-SSSS, Bloomberg, Refinitiv, atau sumber lain yang
disepakati Para Pihak.

2. Penentuan hargawajar (mark-to-market) terkait Penambahan Agunan SBS akan menggunakan data yang
bersumber dari BI-SSSS.
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Penentuan harga wajar (mark-to-market) terkait eksekusi penjualan atas Agunan SBS secara outright
akan menggunakan data berdasarkan Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), Bloomberg dan Refinitiv.
Pemberi Kuasa (Muwakkil) melakukan penentuan harga wajar (mark-to-market) untuk memitigasi risiko
penurunan harga Agunan SBS dalam rangka pelaksanaan penambahan agunan transaksi SiPA.

Pasal 10
PENURUNAN NILAI PASAR WAJAR AGUNAN SBS DAN PENAMBAHAN AGUNAN

Apabila Nilai Pasar Wajar yang menjadi Agunan SBS mengalami penurunan dari Nilai Pasar Wajar pada
Tanggal Setelmen Transaksi SiPA melebihi nilai Haircut maka pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) dapat
memberitahukan secara tertulis kepada pihak Penerima Kuasa (Wakil) untuk melakukan penambahan
Agunan SBS sebesar nilai penurunan dari nilai Setelemen Transaksi SiPA (selanjutnya disebut
Penambahan Agunan") dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) menetapkan tanggal Penambahan Agunan dengan ketentuan
paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil)
kepada pihak Penerima Kuasa (Wakil) untuk melakukan Penambahan Agunan SBS (selanjutnya
disebut “Tanggal Penambahan Agunan”).

b.  Pihak Penerima Kuasa (Wakil) melakukan Penambahan Agunan dengan ketentuan pelaksanaan
sebagai berikut:

1) Mekanisme Penambahan Agunan dilakukan tanpa melalui transfer dana yaitu Pihak Penerima
Kuasa (Wakil) melakukan penambahan Instrumen yang menjadi Agunan SBS dan dilakukan
pledging pada sistem BI-SSSSsebesar nilai Penambahan Agunan.

2) Tanggal Setelmen Penambahan Agunan adalah tanggal dilakukannya penambahan Agunan
SBS.

3) Penambahan Instrumen yang menjadi Agunan SBS adalah Instrumen yang berbeda maupun
Instrumen yang sama (dengan seri yang sudah di-pledge sebelumnya) apabila masih memiliki
nilai yang mencukupi diluar dari nilai Instrumen yang telah diagunkan sebelumnya sesuai
dengan transaksiawal dengan nominal Instrumen sebesar nilai Penambahan Agunan SBS.

4)  Pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan pihak Penerima Kuasa (Wakil) membuat dan menyetujui
dengan persetujuan tertulis melalui media komunikasi email untuk Penambahan Agunan SBS
atas penurunan harga Instrumen yang terjadi.

Dalam hal pihak Penerima Kuasa (Wakil) tidak dapat melakukan Penambahan Agunan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, maka kedua belah Pihak dapat melaksanakan percepatan Tanggal
Setelmen Pelunasan SiPA (Early Termination) dan Penerima Kuasa (Wakil) akan mengembalikan nilai nominal
SiPA dan hasil pengelolaan (istitsmar) sesuai kesepakatan secara proporsional kepada Pihak Pemberi Kuasa
(Muwakkil).

Pasal 11
KEGAGALAN TRANSAKSI SiPA

Kegagalan Transaksi SiPA dan Peristiwa Kegagalan terjadi apabila salah satu Pihak (Pihak yang Gagal)

tidak memenuhi kewajibannya, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegagalan Setelmen Transaksi: (i) Kegagalan Penerima Kuasa (Wakil) untuk menyerahkan Agunan
SBS (gagal plecdge); atau (i) Kegagalan Pemberi Kuasa (Muwakkil) untuk mentransfer Dana Pokok
pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA, yang tidak diperbaiki dalam batas waktu Masa Perbaikan
(Cure Period) selama 1 (satu) Hari Kerja terhitung sejak Pemberitahuan Kegagalan diterima.

b.  Kegagalan Pelunasan SiPA: Kegagalan Penerima Kuasa (Wakil) untuk melunasi Dana Pokok dan
Hasil Pengelolaan (istitsmar) pada Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA, yang tidak diperbaiki dalam
batas waktu Masa Perbaikan (Cure Period) selama 1 (satu) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal
Setelmen Pelunasan SiPA.
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c.  Keadaan Insolvensi: Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh pengadilan, mengajukan permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ditempatkan di bawah pengampuan (curatele),
dilikuidasi, atau mengakui ketidakmampuan membayar kewajiban utangnya secaratertulis.

d. Pencabutan Izin: Pencabutan atau pembekuan izin usaha yang material oleh Otoritas Jasa
Keuangan (0JK), Bank Indonesia, atau otoritas berwenang lainnya yang berdampak signifikan pada
kemampuan Pihak tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

2. Dalam hal terjadi Kegagalan Transaksi SiPA, Pihak Yang Tidak Gagal wajib mengirimkan Pemberitahuan
Kegagalan kepada Pihak Yang Gagal, kecuali untuk kegagalan pelunasan padaayat 1 (Satu) huruf b pasal
ini yang dianggap sebagai kegagalan yang diketahui secara otomatis sehingga tidak dipersyaratkan
adanya pemberitahuan.

3. Kegagalan Transaksi SiPA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas tidak berlaku untuk kondisi
Keadaan Memaksa (Force Majeure).

Pasal 12
PERISTIWA KEGAGALAN

Peristiwa Kegagalan mencakup namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian berikut:Kegagalan Setelmen
Transaksi: Kegagalan Penerima Kuasa (Wakil) menyerahkan Agunan SBS atau kegagalan Pemberi Kuasa
(Muwakkil) menyerahkan Dana pada Tanggal Setelmen Transaksi SiPA, yang tidak diperbaiki dalam batas
waktu Masa Penyembuhan (Cure Period) selama 1 (satu) Hari Kerja terhitung sejak Pemberitahuan Kegagalan
diterima.Kegagalan Pelunasan SiPA: Kegagalan Penerima Kuasa (Wakil) mengembalikan nilai nominal SiPA
dan Hasil Pengelolaan (istitsmar) pada Tanggal Setelmen Pelunasan SiPA, yang tidak diperbaiki dalam batas
waktu Masa Penyembuhan (Cure Period) selama 1 (satu) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Setelmen
Pelunasan SiPA.Keadaan Insolvensi: Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh pengadilan, mengajukan
permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ditempatkan di bawah pengampuan
(curatele), dilikuidasi, atau mengakui ketidakmampuan membayar kewajiban utangnya secara
tertulis.Pencabutan Izin: Pencabutan atau pembekuan izin usaha yang material oleh Otoritas Jasa Keuangan
(0JK), Bank Indonesia, atau otoritas berwenang lainnya yang berdampak signifikan pada kemampuan Pihak
tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN KEGAGALAN DAN PERJUMPAAN KEWAJIBAN (TAQASH)

1. Dalam hal terjadi Peristiwa Kegagalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pihak Yang Tidak Gagal

memiliki hak untuk:

a.  Melakukan Pengakhiran Dini (Early Termination) atas seluruh transaksiyang berjalan;

b.  Melakukan perhitungan Nilai bersih atau Perjumpaan Kewajiban (Close-out Netting/Taqash) atas
seluruh kewajiban dan hak antar Pihak; dan

c.  Melakukan eksekusi Agunan SBS.

2. Pelaksanaan eksekusi Agunan SBS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c di pasal ini wajib
dilakukan oleh Penerima Kuasa (Wakil) dengan cara menjual Agunan SBS yang ter-pledging di BI-SSSS
secaraoutright kepada Pemberi Kuasa (Muwakkil) sesuai Harga Pasar yang berlaku pada saat eksekusi.

3. Hasil penjualan Agunan SBS tersebut maupun kewajiban pengembalian dana lainnya wajib
diperhitungkan secara timbal balik melalui mekanisme Perjumpaan Kewajiban (Tagash) untuk
menghasilkan satu nilai bersih.

4. Pihak yang memiliki kewajiban pembayaran berdasarkan perhitungan Nilai bersih tersebut wajib
melakukan pembayaran kepada Pihak lainnya sesegera mungkin pada hari yang sama dengan
ditetapkannya perhitungan tersebut.
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Pasal 14
GANTI RUGI (TA’'WIDH)

Dalam hal terjadi keterlambatan pemenuhan kewajiban finansial atau terjadinya Peristiwa Kegagalan, Pihak
yang lalai wajib membayar ganti rugi (Ta'widh) kepada Pihak yang dirugikan. Besaran Ta'widh dihitung
berdasarkan kerugian riil (actual loss) yang ditanggung dan biaya-biaya yang dikeluarkan serta bukan
berdasarkan perhitungan bunga atau proyeksi keuntunganyang hilang.

Pasal 15
MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir apabila Para Pihak bersepakat
untuk mengakhiri Perjanjian.

Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak
lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran tersebut. Apabila
sampai dengan tanggal pengakhiran berakhirnya Perjanjian yang dikehendaki belum memberikan
jawaban, maka Perjanjian berakhir.

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Pihak yang menerima pemberitahuan tidak
memberikan tanggapan maka Pihak yang menerima pemberitahuan dimaksud dianggap setuju dengan
Pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian ini berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam
Surat Pemberitahuan tertulis tersebut.

Apabila Perjanjian ini berakhir oleh sebab apapun maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi
hak dan kewajiban dan/atau tanggung jawab Para Pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu
sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya Perjanjian ini, sampai dengan selesainya
seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini.

Untuk kepentingan pengakhiran Perjanjian Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan
pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 16
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan pihak Penerima Kuasa (Wakil) masing-masing dengan ini menyatakan
dan menjamin kebenaran hal-hal sebagai berikut:
1.

Para Pihak adalah suatu badan usaha yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di
NegaraRepublik Indonesia.

Para Pihak dalam menjalankan usaha dan kegiatan operasionalnya telah memiliki izin-izin yang
diperlukan dan senantiasa akan memperbaharuiizin-izin tersebut sesuai dengan peraturanyang berlaku
serta telah memenuhi semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang
berlaku termasuk peraturanyang diterbitkan oleh Bank Indonesia terkait dengan maksud dan tujuan dari
Perjanjian termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip
syariahyang berlaku diIndonesia.

Pihak-pihak yang disebutkan di awal Perjanjian adalah pihak yang sah dan berwenang meWakili masing-
masing Pihak untuk membuat dan menandatangani Perjanjian, dan telah memenuhi semua persetujuan
yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian yang disyaratkan dalam anggaran dasar ataupun
peraturaninternal Para Pihak, sehingga Perjanjianiniadalah sah dan mengikat Para Pihak.

Para Pihak menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data atau dokumen terkait dengan Perjanjian
dari pihak ketigamanapun.

Perjanjianini dibuat dan dilaksanakan oleh Para Pihak denganitikad baik dan menjunjung prinsip- prinsip
Good Corporate Governance (GCG) dan akan mematuhi semua hukum, ketentuan, peraturan, keputusan
dan/atau perintah resmiyang berlaku di Indonesia terkait dengan anti-korupsi dan anti-pencucian uang.
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10.

11.

Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian akan
dilakukan dengan integritas, tidak ada pembayaran, pelayanan, hadiah atau suap, hiburan atau
keuntungan lainnya yang ditawarkan atau diberikan kepada setiap karyawan Pihak Kedua dan/atau
karyawan Pihak Pertama dengan tujuan untuk mempengaruhi cara yang akan diambil oleh karyawan
Pihak Pertama dan/atau karyawan Pihak Kedua sehubungan dengan tugas mereka. Demikian pula,
masing-masing Pihak tidak akan menawarkan atau memberikan pembayaran, pelayanan, hadiah atau
suap, hiburan atau keuntungan lainnya kepada pihak-pihak lain yang terkait dalam Perjanjian termasuk
namun tidak terbatas kepada pejabat pemerintah dan/atau pegawai perusahaan milik pemerintah
dan/atau kepada setiap partai politik dan/atau kandidat pejabat publik sehubungan dengan pelaksaan
Perjanjian.

Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang
mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian sepenuhnya menjadi beban masing-masing Pihak,
kecuali risiko dan kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau pelanggaran terhadap syarat dan
ketentuan dalam Perjanjian oleh salah satu Pihak. Pihak yang melakukan kelalaian atau pelanggaran,
wajib membebaskan Pihak lainnya dari segala risiko dan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau
pelanggarantersebut.

Masing-masing Pihak menjamin telah memahami dan menerapkan kode etik pasar dalam melaksanakan
Transaksi SiPA.

Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku bagi Pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan
pihak Penerima Kuasa (Wakil), perjanjian lain yang dibuat oleh Pemberi Kuasa (Muwakkil) dan pihak
Penerima Kuasa (Wakil) dengan pihak Iainnya yang sedang berlangsung, dan atau keputusan pengadilan
maupun lembaganegara lainnya.

Para Pihak berwenang untuk melakukan Transaksi SiPA serta melaksanakan kewajiban yang timbul
berdasarkan Perjanjianini.

Semua dokumen, data dan informasi yang diberikan Pihak Penerima Kuasa (Wakil) kepada Pihak
Pemberi Kuasa (Muwakkil) maupun yang diberikan Pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) kepada Pihak
Penerima Kuasa (Wakil) adalah benar, sah dan mengikat secara hukum serta tidak ada dokumen, data
dan informasi yang tidak dipersyaratkan untuk diberikan kepada Pihak Pemberi Kuasa (Muwakkil) atau
Pihak Penerima Kuasa (Wakil) yang dapat mempengaruhi berlakunya Perjanjian ini.

Para Pihak menjamin bahwa Agunan SBS pada transaksi SiPA bebas dari segala bentuk gugatan, sengketa
atau permasalahan hukum lainnya serta tidak sedang dan/atau akan dijaminkan kepada pihak lain dalam

bentukapapun.
Pasal 17
PEMBERITAHUAN
1. Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat, atau konfirmasi yang harus dikirim oleh suatu Pihak

kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui
email, faksimili, pos tercatat, perusahaan ekspedisi atau kurir internal dengan menggunakan alamat
sebagaiberikut:

a. PihakPertama b.  PihakKedua
PTBank______ PTBank____
Alamat : Alamat
Untuk Perhatian Untuk Perhatian
Telepon Telepon
Email : Email
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Pemberitahuan, surat menyurat, tagihan, dokumen dan informasi lainnya yang disampaikan ke alamat

tersebut dianggap telah diterima pada:

a. Hari Kerja yang sama, jika diserahkan langsung melalui ekspedisi (kurir) yang dibuktikan dengan
tanda-tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang
diterbitkan oleh pengirim;

b. Hari Kerja kelima semenjak pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui pos tercatat, yang
dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;

c. Hari Kerja yang sama, jika pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimili atau e-mail yang
dibuktikan dengan hasil penerimaan yang baik.

Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tercantum pada ayat 1 di atas atau alamat terakhir yang

tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis

kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan
alamat dimaksud berlaku efektif.

Jika perubahan alamat tersebut tidak atau terlambat diberitahukan, maka pemberitahuan-

pemberitahuan, surat menyurat atau korepondensi lain berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah

diberikan semestinya jika pemberitahuan-pemberitahuan, surat menyurat atau korespondensi lain
tersebut ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada Pihak lainnya
tersebut.

Pihak yang mengirimkan pemberitahuan, surat menyurat, tagihan, dokumen dan/atau korepondensi

lainnya wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul terkait dengan

pengiriman tersebut.

Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya,

sepenuhnyamenjadiresiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 18
FORCE MAJEURE

Para Pihak wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini
kecuali dalam hal terjadinya Force Majeure yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian
ini.

Keadaan Force Majeure adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan suatu Pihak tidak dapat
melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang peristiwa tersebut di luar kekuasaan Pihak
yang terkena peristiwa Force Majeure tersebut, yaitu diakibatkan oleh kerusakan atau gangguan pada
sistem BI-RTGS atau BI-SSSS, kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam
seperti gempa bumi dan banjir, atau keadaan lain yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari
instansi terkait di daerah setempat.

Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya pada hari yang
sama terjadinya Force Majeur dan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya Force Majeure
dengan menyertakan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat
pemerintah setempatyang berwenang.

Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini,
mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa Force Majeure berhak untuk tidak
mengakuiadanya peristiwa Force Majeure tersebut.

Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami Force Majeure bukan merupakan
tanggung jawab Pihak lainnya.

Para Pihak sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa
Force Majeure atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan
secaramusyawarah untuk mencapai mufakat.
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Pasal 19
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, Para Pihak terlebih
dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat
dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut
timbul.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Para
Pihak tidak juga berhasil mencapai kata mufakat atas perselisihan yang timbul maka Para Pihak sepakat
menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan
yangumum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 20
PENGALIHAN HAK DAN NON EKSKLUSIFITAS

Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini yang dapat mengalihkan hak-hak dan kewajibannya
menurut Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Pihak lainnya.

Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hubungan antara Pihak Kedua dengan pihak-pihak lainnya yang
bergerak dalam bidang usahayang samadengan Pihak Pertama.

Dengan Perjanjian ini, Pihak Kedua tidak bermaksud untuk melakukan dukungan secara eksklusif atas
kegiatan usaha Pihak Pertama dan tidak akan membatasi Pihak Kedua untuk melaksanakan kerjasama
dengan pihak lainnya, demikian pula sebaliknya Pihak Pertama juga dapat melakukan kerja sama dengan
bankatau pihak lain untuk hal-halyang sejenis yang diatur dalam Perjanjian.

Pasal 21
KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data, dokumen, informasi dan keterangan baik tertulis

maupun tidak tertulis yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Perjanjian oleh salah satu Pihak

adalah bersifat rahasia.

Para Pihak menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan seluruh data, dokumen, informasi dan

keterangan tersebut dari pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan

apapunjuga, kecuali:

a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan
penegakan hukum secaratertulis maupun resmi;

b.  Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia informasi tersebut wajib
diberikan kepada pihak yang disebut secarajelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;

c. Informasiatau keteranganyangtelah disepakatibersamadan tidak bersifat rahasia;

d.  Sudah merupakaninformasiumumyang bukan kesalahan atau kelalaian Para Pihak;

e.  Sudah memperolehizin tertulis dari Para Pihak.
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4. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana ditetapkan pada pasal ini akan dikenakan
sanksisebagaimana diatur dalam:

a. UUPerbankan;

b.  UUPerbankan Syariah;

c.  Undang-UndangRepublik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
tangal 21 April 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

5. Kewajiban Para Pihak untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tetap berlaku
meskipun Perjanjianini telah berakhir.

Pasal 22
LAIN-LAIN

1. Setiap syarat dan ketentuan yang belum dicantumkan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan,
dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan bersamaantara Para Pihak.

2. Segalasesuatuyangbelum diatur didalam Perjanjianini, atau adanya tambahan / perubahan- perubahan
yang dipandang perlu untuk dicantumkan oleh Para Pihak, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan
(addendum) secara tertulis yang disetujui dan ditanda tangani oleh Para Pihak diatas serta merupakan
bagianyang tak terpisahkan dariisi Perjanjianini.

3. Surat menyurat, dokumen-dokumen, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini. Semua lampiran yang
disebutkan dalam Perjanjian ini atau yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat masing-masing Pihak.

4. Perjanjian ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan Para Pihak berikut pengganti dan
penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang timbul berdasarkan
Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada Pihak ketiga lain
manapun tanpaadanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

5. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian menjadi tidak sah atau bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan
hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan- ketentuan lain
dalam Perjanjian.

6. Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang
timbul berdasarkan Perjanjian kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian.

Demikian Perjanjianini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana
disebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama satu rangkap untuk Pihak Pertama dan satu rangkap untuk Pihak

Kedua.
Pihak Pertama Pihak Kedua
PTBANK PTBANK
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Dalam hal terdapat pembaruan regulasi, fatwa dan praktik pasar terkini, format dan PKS Transaksi SiPA dapat
diunduh melalui QR code berikut:
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